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RINGKASAN EKSEKUTIF

Renja merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan
tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Penyusunan Renja ini dapat digunakan sebagai pedoman dan
bahan evaluasi pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang sedang dilaksanakan maupun sebagai acuan untuk
penyusunan program dan kegiatan yang akan datang serta untuk
pengambilan kebijakan dan langkah-langkah strategis serta
merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam
melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun 2026.

Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026
terdiri dari 3 Program, 15 Kegiatan dan 79 Sub Kegiatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1.703.949.000.000,- terbilang (satu
triliun tujuh ratus tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan
juta rupiah). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD
Provinsi Lampung untuk dapat membantu  Gubernur
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KATA PENGANTAR

Renja Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan PD
selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung guna mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas Bersama
Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Penyusunan Renja PD
merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja BPKAD Tahun 2026 disusun sebagai implementasi
tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Ranwal Renja
merupakan rancangan awal sebagai faktor mendasar guna lebih
mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah agar selaras dengan tujuan serta sasaran perencanaan
pembangunan daerah yang berkesinambungan serta dapat
dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Renja ini dapat
memberikan arah atau pedoman rencana kegiatan BPKAD
Provinsi Lampung Tahun 2026.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang membantu penyusunan Dokumen Renja BPKAD Tahun
2026 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan

melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampuhg, 2025
Pit. KEPALA,

NURUL FAJRI, S.Sos.,M.T.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP.19790311 199803 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan
jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah yang pedoman pelaksanaannya diatur pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPIJMD dan RKPD menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan
produk perencanaan pembangunan Yyang mencakup Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon
Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Renja Tahun 2026 berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017
pasal 125 s.d. 143 beserta lampiran tentang penyusunan Ranwal Renja
Perangkat Daerah. Penyusunan Renja ini juga mengacu pada
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan
Kepmen Nomor Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil
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Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara hierarki penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah
merupakan produk dasar bagi penyusunan RKPD yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh
karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat
Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan
dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar
program yang ditetapkan serta memperhatikan keselarasan dengan
program pemerintah pusat. Penyusunan Renja dilakukan melalui 3 (tiga)

tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,

mencakup :

a. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja PD
b. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD

C. Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 memiliki
keterkaitan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator
kinerja dalam Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026
mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun
2026. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas
rancangan awal RKPD vyang menjadi dasar dalam penyusunan
Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.



BPKAD Provinsi Lampung sebagai unsur Pelaksana Pemerintah
Provinsi Lampung yang berkedudukan di bawah dan sepenuhnya
bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, berkewajiban untuk
menyampaikan RENJA Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan
hukum penyusunan Ranwal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
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10.

11.

12.

13.

Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil
Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang
Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat

Daerah Provinsi Lampung.

1.3Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Renja BPKAD Provinsi Lampung

Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan

anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang

selanjutnya diteruskan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)



Perangkat Daerah dengan target capaian yang dapat diukur dalam

penilaian kinerja sesuai dengan target Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Renja BPKAD

Provinsi Lampung ini adalah sebagai berikut:

a.

1.4

Sebagai acuan dalam penentuan pedoman dan arahan dalam
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun
anggaran 2026 pada Perangkat Daerah;

Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan Perangkat
Daerah.

Sistematika Penulisan
Ranwal Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2026 (Sesuai
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) disusun dengan Sistematika
Penulisan sebagai berikut :
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Il. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian
Renstra
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan PD
IIl.  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja PD
IV. Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup



BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renja
terhadap Renstra

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sebelumnya
dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Lampung dan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah,
berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud akan dilaksanakan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
Namun, sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah ditetapkan
pada bab ini akan dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu yaitu tahun anggaran 2026.

BPKAD Provinsi Lampung untuk TA 2024 mengemban
pelaksanaan 3 program, 15 kegiatan dan 76 sub kegiatan. Total
Pagu Anggaran Perubahan tahun 2025 Rp2.017.403.065.502,73
(satu triliun enam belas miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus
dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat koma dua
puluh delapan rupiah) dengan realisasi anggaran APBD Tahun 2024
sampai dengan Triwulan IV BPKAD Provinsi Lampung adalah
sebesar Rp1.674.145.653.648,11 (satu triliun enam ratus tujuh puluh
empat miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh
tiga ribu enam ratus empat puluh delapan koma sebelas rupiah). Hal

dapat disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.1
Struktur Belanja Murni dan Perubahan TA 2024
BPKAD Provinsi Lampung

_ Murni Perubahan
Uraian
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
BELANJA 1.916.213.823.944,28 | 2.017.403.065.502,73
DAERAH
BELANJA 128.834.720.751,65 | 140.401.946.925,11
OPERASI
Belanja 91.660.861.931,65 | 104.796.298.005,11
Pegawai
Belanja 25.173.858.820 23.605.648.920
Barang dan
Jasa
BELANJA 1.407.960.000 1.871.170.000
MODAL
BELANJA 32.472.500.000 30.650.676.800
TAK
TERDUGA
BELANJA 1.753.498.643.192,63 | 1.844.479.271.777,62
TRANSFER

Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
dan Anggaran pada Renja Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan

anggaran sebesar Rp. 124.946.318.203,11,- dan terealisasi

Rp.114.174.722.556,- (91,38%) terdiri dari 8 kegiatan dan 27

sub kegiatan, yaitu :

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar
Rp.147.113.798,- realisasi Rp. 146.845.614,- ( 99,82%).

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD dengan anggaran Rp.61.400.000,- dan realisasi
Rp.60.841.148,- (99,09%).



Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA
Perubahan SKPD dengan anggaran Rp.61.650.000,- dan
realisasi Rp.58.941.599,- (95,61%).

. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

dengan anggaran Rp.29.596.600,- dan realisasi
Rp.28.484.621,- (96,24%).

. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-

SKPD dengan anggaran Rp.42.846.600,- dan realisasi
Rp.40.680.687,- (94,94%).

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan
anggaran Rp.150.400.000,- dan realisasi Rp.147.857.825,-
(98,31%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a.

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan
anggaran sebesar Rp.104.811.264.105,11,- realisasi Rp.
96.049.177.572,- ( 91,64%).

. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran
Rp.12.080.208.000,- dan realisasi Rp.12.077.925.278,-
(99,98%).

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran
Rp.25.000.000,- dan realisasi Rp.23.065.487,- (92,26%).

. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran
Rp.242.000.000,- dan realisasi Rp.241.463.164,- (99,78%).

. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan
anggaran Rp.50.000.000,- dan realisasi Rp.49.220.516-
(98,44%).



Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah

a.

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar
Rp.25.000.000,- realisasi 23.432.466,- (93,73%).

. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi
Rp. 24.761.540,- (99,05%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a.

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar
Rp.505.721.600,- realisasi Rp.57.127.812,- (11,30%).

. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

dengan anggaran sebesar Rp.393.163.000,- realisasi
Rp.48.660.000,- (12,38%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor dengan anggaran sebesar Rp.902.938.000,- realisasi
Rp.379.122.030,- (41,99%).

. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan

anggaran sebesar Rp.82.542.300,- realisasi Rp.79.943.748,-
(96,85%).

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
dengan anggaran sebesar Rp.87.664.400,- realisasi
Rp.85.564.026,- (98,74%).



d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran
sebesar Rp.198.445.600,- realisasi Rp.197.137.539,-
(99,34%).

e. Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu
dengan anggaran sebesar Rp.555.205.000,- realisasi
Rp.340.230.354 - (61,28%).

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar
Rp.1.306.216.300,- realisasi Rp.1.299.871.514,- (99,51%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar
Rp.133.802.700,- realisasi Rp.0,- (-%).

b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran
sebesar Rp.85.744.400,- realisasi Rp.56.911.500,- (66,37%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
dengan anggaran sebesar Rp.2.021.501.800,- realisasi
Rp.1.890.498.877,- (93,52%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
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2)

Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar
Rp.546.330.600,- realisasi Rp.384.642.686,- (70,40%).

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan
anggaran sebesar Rp.338.041.000,- realisasi
Rp.337.392.568,- (99,81%).

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran

sebesar Rp.1.885.204.173.779,62,- dan terealisasi

Rp.1.553.746.245.806,11,- (82,42%) terdiri dari 6 kegiatan

dan 36 sub kegiatan, yaitu

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran

Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS,
dengan anggaran sebesar Rp.201.744.300,- dan realisasi
Rp.184.369.284,- (96,16%).

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS, dengan anggaran sebesar
Rp.201.799.000,- dan realisasi Rp.192.926.505,- (95,60%).

c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-
SKPD, dengan anggaran sebesar Rpl189.528.200,- dan
realisasi Rp.0,- (-%).

d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.0,-
dan realisasi Rp.0 (-%).

e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-
SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.55.779.495,- dan
realisasi Rp.44..970.262,- (80,62%).

11



Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar
Rp.55.779.495,- dan realisasi Rp.53.902.653,- (96,64%).

. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD, dengan anggaran sebesar
Rp.1.018.351.800,- dan realisasi Rp.986.677.782,- (96,89%).

. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan anggaran
sebesar Rp.1.026.151.800,- dan realisasi Rp.977.971.973,-
(95,30%).

. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta

Kebijakan Bidang Anggaran, dengan anggaran sebesar
Rp.92.218.200,- dan realisasi Rp.88.850.223,-(96,35%).

Sub  Kegiatan Koordinasi Perencanaan  Anggaran
Pembiayaan dengan anggaran sebesar Rp.101.000.000,-
dan realisasi Rp.73.258.915,- (72,53%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota

a.

Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota,
dengan anggaran sebesar Rp.380.873.200,- dan realisasi
Rp.352.158.409,- (92,46%).

. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar
Rp.373.884.200,- dan realisasi Rp.316.535.405,- (84,66%).
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Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar
Rp.254.741.900,- dan realisasi Rp.205.268.071,- (80,58%).

. Sub Kegiatan  Asistensi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar
Rp.182.102.500,- dan realisasi Rp.43.606.526,- (23,95%).

. Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan

Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.136.553.400.,- dan
realisasi Rp.105.125.122 (76,98%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah,
dengan anggaran sebesar Rp.545.600.000,- dan realisasi
Rp.534.598.171,- (97,98%).

. Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya, dengan anggaran sebesar
Rp.60.500.000,- dan realisasi Rp.60.379.403,- (99,80%).
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan anggaran
sebesar Rp.376.033.050,- dan realisasi Rp.374.843.588,-
(99,68%).

. Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi,

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan anggaran
sebesar Rp.229.900.000,- da realisasi Rp.219.853.588,-
(95,63%)

. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan

Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
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Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,
dengan anggaran sebesar Rp.121.000.000,- dan realisasi
Rp.120.776.821,- (99,82%).

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dengan
anggaran  sebesar Rp.145.200.000,- dan realisasi
Rp.144.956.258,- (99,83%).

g. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas
SP2D dengan Instansi Terkait, dengan anggaran sebesar
Rp.234.011.700,- dan realisasi Rp.233.538.262,- (99,80%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah

a. Sub  Kegiatan Koordinasi  Pelaksanaan  Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dengan
anggaran sebesar Rp.114.187.500,- dan realisasi
Rp.112.085.471,- (98,16%).

b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan
dan Semesteran, dengan anggaran sebesar
Rp.337.816.875,- dan realisasi Rp.283.517.168,- (83,93%).

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan ~ APBDP, dengan anggaran sebesar
Rp.755.763.180,- dan realisasi Rp.394.362.778,- (52,18%).
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d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
dengan anggaran sebesar Rp.157.553.100,- dan realisasi
Rp.111.697.290,- (70,90%).

e. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi, dengan anggaran
sebesar Rp.67.046.000,- dan realisasi Rp.63.063.899,-
(94,06%).

f. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp.271.650.000,- dan
realisasi Rp.177.649.574,- (65,40%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

a. Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah, dengan
anggaran sebesar Rp.152.410.600,- dan realisasi
Rp.66.278.371,- (43,49%).

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak,
dengan anggaran sebesar Rp.30.650.676.800,- dan realisasi
Rp.1.007.864.999,11,- (3,52%).

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi, dengan
anggaran sebesar Rp.1.844.479.271.777,62,- dan realisasi
Rp.1.543.933.166.892,- (83,71%).

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan:

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

a. Sub Kegiatan Inventarisasi dan Anlisis Data Bidang
Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar
Rp.144.211.500,- dan realisasi Rp.112.253.663,- (77,84%).
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. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah,
dengan anggaran sebesar Rp.1.289.306.500,- dan realisasi
Rp.1.233.463.205,- (95,67%).

Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi,
dengan anggaran sebesar Rp.801.527.707,- dan realisasi
Rp.670.668.738,- (83,67%).

Program Pengelolan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran
Rp.7.252.573.520,- dan terealisasi Rp.6.224.685.286,-
(85,83%) terdiri dari 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan, yaitu :

Capaian Kegiatan/Sub Kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik

a.

Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga, dengan anggaran
Rp.366.540.700,- dan realisasi Rp.214.666.153,- (58,57%).

. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan

Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan anggaran
Rp.130.459.000,- dan realisasi Rp.30.364.200,- (23,27%).
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah, dengan anggaran Rp.145.846.400,- dan realisasi
Rp.126.804.857,- (86,94%).

. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang

Milik Daerah, dengan anggaran Rp.315.453.800,- dan
realisasi Rp.285.897.460,- (90,63%).

. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan

anggaran Rp.219.866.400,- dan realisasi Rp.150.414.462,-
(68,41%).
Sub Kegiatan Inventariasai Barang Milik Daerah, dengan
anggaran Rp.583.474.839,- dan realisasi Rp.544.616.259,-
(93,34%).
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. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan
anggaran Rp.3.149.011.120,- dan realisasi
Rp.2.793.175.920,- (88,70%).

. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, dengan
anggaran Rp.345.372.200,- dan realisasi Rp.330.068.053,-
(95,57%).

I. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan

Barang Milik Daerah, dengan anggaran Rp.530.833.300,-
dan realisasi Rp.525.488.072,- (98,99%).

. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang
Milik Daerah, dengan anggaran Rp.587.783.800,- dan
realisasi Rp.492.259.640,- (83,75%).

. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah, dengan anggaran
Rp.649.393.361,- dan realisasi Rp.636.654.698,- (98,04%).

. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah,
dengan  anggaran Rp.65.397.600,- dan realisasi
Rp.46.153.290,- (70,57%).

.Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan anggaran
Rp.163.141.000,- dan realisasi Rp.48.122.222,- (29,50%).

Berdasarkan data realisasi program, kegiatan dan sub

kegiatan diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran

dapat dilaksanakan dengan baik sebesar 82,99%. Adapun rata-

rata capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung sampai dengan

Triwulan IV ini adalah sebesar 87,21%.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 87 tahun 2017 tentang tahapan Penyajian

Rancangan Renja Perangkat Daerah, apabila laporan evaluasi

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka

17



dapat dibuatkan rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya,
dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang
tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, yang
dapat dilihat melalui tabel berikut:
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Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Perkiraan
. Target Kinerja | Target Kinerja Realisasi
UrusSn/ Bidang Indikator Kinerja Capaian Hasil Program Capaian
rusan S
Kode Pemerintah Program Program dan _Keluaran Target dan Reallsa5| Kinerja Program Target
(outcomes)/ (Renstra Kegiatan s/d dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Renstra
Daerah dan Kedi p K d h = K
Program/Kegiatan egiatan (output) erangkat engan tahun erangkat
Daerah) 2026 Daerah s/d
tahun berjalan
Target 222:'
Program dan Capa
Kegiatan ap .
. ian Tingk
(Renja Progr at
Perangkat arr? Capai
Target Renja Realisasi Tingk | Daerah tahun dan an
Renja at 2025) - .
Perangkat K i Kegia | Reali
Daerah tahun Perangkat Reali tan sasi
2024 Daerah tahun sasi S/d Tarde
2024 (%) 9
tahun t
berjal | Renst
an ra (%)
(tahu
nn-
1)
8=(7/ 11=(1
1 2 3 4 5 6 7 6) 9 10 0/5)
05.02.01 | PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
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PEMERINTAHAN

DAERAH
Kegiatan
05.02.01. | Perencanaan,
01 Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah dokumen
05.02.01. | Penyusunan perencanaan PD
01.01 Dokumen 10 Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
Perencanaan en en en en en )
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Jumlah dokumen
05.02.01. | Koordinasi dan RKA SKPD dan
01.02 Penyusunan Laporan hasil
Dokumen RKA- koordinasi 2 Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
en en en en en -
SKPD penyusunan
dokumen RKA
SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
05.02.01. | Koordinasi dan perubahan RKA
01.03 Penyusunan SKPD dan laporan 2 Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
Dokumen hasil koordinasi en en en en en -
Perubahan RKA- penyusunan P-
SKPD RKA SKPD
Sub Kegiatan Jumlah dokumen
05.02.01. | Koordinasi dan DPA SKPAD dan
01.04 gir;ygsunan DPA- I&%%amar;?sn 2 Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
en en en en en -
penyusunan
dokumen DPA
SKPD
Sub Kegiatan Jumlah dokumen
05.02.01. | Koordinasi dan P-DPA SKPAD
01.05 Penyusunan dan laporan hasil 2 Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
Perubahan DPA- koordinasi en en en en en -
SKPD penyusunan

dokumen P-DPA
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SKPD

Sub Kegiatan

Jumlah Laporan

05.02.01. | Koordinasi dan Capaian Kinerja
01.06 Penyusunan dan lkhtisar
Laporan Capaian Realisasi Kinerja
Kinerja dan SKPD dan
Ikhtisar Realisasi lapdoran hasil 2 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 100 1 Lapora
Kinerja SKPD koordinasi n n n n n -
pendyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Sub Kegiatan Jumlah laporan
05.02.01. | Evaluasi Kinerja | Evaluasi Kinerja 16 Laﬁ’]ora 8 "aﬂora 8 "aFr’lora 8 "aﬁ’fra 100 | 8 Laﬁ’fra ]
01.07 Perangkat Daerah | PD

Penyediaan Gaji

Jumlah orang

05.02.01. | dan Tunjangan yang memerima 19 | Orang/ | 9,9 | Orang/ | 139 | Orang/ | 139 | Orang/ 100 139 | Orang/
02.01 ASN gaji dan tunjangan 6/7 | Bulan | 286 Bulan 114 Bulan 114 Bulan /14 Bulan -
ASN

Sub Kegiatan Jumlah dokumen

05.02.01. | Pelaksanaan penatausahaan

02.03 Penatausahaan dan Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum
Pengujian/ pengujian/verifikas 24 en 12 en 12 en 12 en 100 | 12 en -
Verifikasi i keuangan SKPD

Keuangan SKPD
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Sub Kegiatan

Jumlah laporan

05.02.01. | Koordinasi dan keuangan akhir
02.05 Penyusunan tahun SKPD dan
Laporan laporan hasil 4 Lapora 2 Lapora 2 Lapora 2 Lapora 100 2 Lapora
Keuangan Akhir koordinasi n n n n n
Tahun SKPD pendyusunan
laporan keuangan
akhir tahun SKPD
Jumlah Dokumen
05.02.01. Eenge lolaan dan Bahan Tanggapan
02.06 enyiapan Bahan Pemeriksaan dan 6 Dokum 3 Dokum 3 Dokum 3 Dokum 100 | 3 Dokum
Tanggapan Tindak Lanjut en en en en en
Pemeriksaan .
Pemeriksaan
Sub Kegiatan Tersedianya
05.02.01. | Koordinasi dan Laporan
02.07 Penyusunan Keuangan
Laporan Bulanan/Triwulan/
Keuangan Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulan/ | dan Laporan 32 Lapora 16 Lapora 16 Lapora 16 Lapora 100 | 16 Lapora
Semesteran SKPD | Koordinasi n n n n n
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan/
Semesteran

05.02.01.

03.05

Rekonsiliasi dan
Penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
penyusunan
laporan BMD pada
SKPD

Lapora
n

Lapora
n

Lapora
n

Lapora
n

100

Lapora
n




03.06

05.02.01.

Penatausahaan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD

Jumlah laporan
penatausahaan
BMD pada SKPD

Lapora
n

Lapora
n

Lapora
n

Lapora
n

100

Lapora
n

Sub Kegiatan Jumlah Paket
05.02.01. | Pengadaan Pakaian Dinas
05.02 Pakaian Dinas Beserta 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket
Beserta Atribut Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan
Sub Kegiatan Jumlah Pegawai
05.02.01. | Pendidikan dan berdasarkan tugas
05.09 Eg:%ggi?kzlﬁgawa' g]agngflr(]g; 'yang 40 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 100 20 Orang
Tugas dan Fungsi | pendidikan dan
pelatihan
Sosialisasi Jumlah orang
05.02.01. | Peraturan yang mengikuti
05.10 E%u;ndga;ng' ;g?;?ﬂf:ﬁ' 180 Orang | 500 | Orang | 500 | Orang | 500 | Orang 100 500 | Orang
peruundang-
undangan

05.02.01.

06.02

Sub Kegiatan
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket

Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
disediakan

Paket

Paket

Paket

100

Paket




Sub Kegiatan

Jumlah Paket

05.02.01. | Penyediaan Peralatan Rumah

06.03 Peralatan Rumah Tangga yang 2 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100 3 Paket
Tangga disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Paket

05.02.01. | Penyediaan Barang Cetak dan

06.05 Barang Cetakan Penggandaan 4 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100 2 Paket
dan Penggandaan | yang disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen

05.02.01. | Penyediaan Bahan | Bahan Bacaan

06.06 Bacaan dan Peraturan 4 Dokum 2 Dokum 2 Dokum 2 Dokum 2 Dokum
Peraturan Perundang- en en en en 100 en
Perundang- undangan yang
undangan Disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Paket

05.02.01. | Penyediaan bahan/material 6 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100 3 Paket

06.07 Bahan/ Material yang disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan

05.02.01. | Fasilitasi Fasilitasi 24 | LAPOrA | g5 | Lapora |, | Lapora ), | Lapora 100 | 12 Lapora

06.08 Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu n n n n n
Sub Kegiatan Jumlah Laporan

05.02.01. | Penyelenggaraan Penyelenggaraan

06.09 Rapat Koordinasi | Rapat Koordinasi | 24 Laﬁ’]ora 12 "aFr’]ora 12 "aFr’\ora 12 "aFr’]°ra 100 | 12 LaFr’lora

dan Konsultasi
SKPD

dan Konsultasi
SKPD

05.02.01.
07.10

Sub Kegiatan
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Unit

Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang

16

Unit

Unit

Unit

Unit

100

Unit




Disediakan

Sub Kegiatan Jumlah Unit
05.02.01. | Pengadaan Sarana dan
07.11 Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung . . . . .
Pendukung Gedung Kantor 40 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 100 | 20 Unit _

Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan

05.02.01.
08.04

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor ( Honor

PTHL, PPTK, dlf)

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

yang Disediakan

Lapora
n

Lapora
n

Lapora
n

Lapora
n

100

Lapora
n




Sub Kegiatan

Jumlah Kendaraan

05.02.01. | Penyediaan Jasa Perorangan Dinas
09.01 Pemeliharaan, atau Kendaraan
Biaya Dinas Jabatan
Pemeliharaan dan | yang 36 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 100 18 Unit )
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Perorangan Dinas | Dibayarkan
atau Kendaraan Pajaknya
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Jumlah Sarana
05.02.01. | Pemeliharaan/ dan
09.10 Rehabilitasi PrasaranaGedung
Sarana dan Kantor atau 110 Unit 55 Unit 55 Unit 55 Unit 100 55 Unit )
Prasarana Gedung | BangunanLainnya
Kantor atau yangDipelihara/Dir
Bangunan Lainnya | ehabilitasi

Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen

05.02.02. | koordinasi dan KUA dan PPAS 4 Dokum 2 Dokum 2 Dokum 2 Dokum 100 > Dokum
01.01 Zenyusunan KUA yang Disusun en en en en en -
an PPAS

Sub Kegiatan

05.02.02. | Koordinasi dan ;Léﬂ:gghgﬂkzrgzn

01.02 Penyusunan dan Perubahan 4 Dokum 2 Dokum 2 Dokum 2 Dokum 100 5 Dokum
Perubahan KUA PPAS van en en en en en -
dan Perubahan Disusu>r/1 9
PPAS
Sub Kegiatan

05.02.02. | koordinasi, .ét:(rglgh :rl](A 96 Dokum 48 Dokum 48 Dokum 48 Dokum 100 | 48 Dokum

01.03 Penyusunan dan Diverifiiasig en en en en en -
Verifikasi RKA
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SKPD

Sub Kegiatan

05.02.02. | Koordinasi
X Jumlah Perubahan
01.04 Pen_y_usu_nan dan RKA SKPD yang %6 Dokum 48 Dokum 48 Dokum 48 Dokum 100 | 48 Dokum
Verifikasi Diverifikasi en en en en en -
Perubahan RKA-
SKPD
Sub Kegiatan
05.02.02. | koordinasi, Jumlah DPA-
01.05 Penyusunan dan | SKPD yang 96 Doé‘#m 48 Doé‘r‘]‘m 48 Dc’;‘#m 48 Doek#m 100 | 48 DO:#m )
Verifikasi DPA Diverifikasi
SKPD
Sub Kegiatan
05.02.02. | Koordinasi, Jumlah Perubahan
01.06 Penyusunan dan Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum
Verifikasi BIF\)/':FI?E;SIID yang 96 en 48 en 48 en 48 en 100 | 48 en -
Perubahan DPA-
SKPD
Sub Kegitan
05.02.02. | Koordinasi dan Jumlah Peraturan
01.07 Ilzenyusunellan h Daerah tentang
eraturan Daeral
crang e | PSS o | olum |y | ookum |y | Dolum |y | Dokum | ygg |y | Dokum |
dan Peraturan Daerah tentang
Kepala Daerah Penjabaran APBD
tentang
Penjabaran APBD
Sub Kegiatan
05.02.02. | Koordinasi dan Jumlah Peraturan
01.08 Penyusunan Daerah tentang
Peraturan Daerah
tentang gg;ugzrhaiarﬁrﬁ) o Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum
Perubahan APBD Kepala Daerah 2 en 1 en 1 en 1 en 100 1 en -

dan Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
Perubahan APBD

tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
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Sub Kegiatan

05.02.02. | Koordinasi dan Jumlah Dokumen
01.09 Penyusunan Regulasi serta Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
Regulasi serta Kebijakan Bidang en en en en en -
Kebijakan Bidang Anggaran
Anggaran
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Koordinasi Hasil Koordinasi
05.02.02. | Perencanaan Perencanaan Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
en en en en en -
01.12 Anggaran Anggaran
Pembiayaan Pendapatan

05.02.02.

02.02

Sub Kegiatan
Evaluasi
Rancangan
PeraturanDaerah

tentang
APBDKabupaten/
Kota dan
RancanganPeratur
an Kepala
Daerahtentang
Penjabaran
APBDKabupaten/
Kota

Jumlah Laporan
Hasil
EvaluasiRancanga
n Peraturan
Daerahtentang
Pajak dan
RetribusiKabupate
n/Kota

Lapora
n

Lapora
n

Lapora
n

Lapora
n

100

Lapora
n
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05.02.02.

Sub Kegiatan

Jumlah Laporan
Evaluasi

02.03 E"a'“as' Rancangan
ancangan Peraturan Daerah
Peraturan
Daerah tentang tentang
Perubahan
Perubahan
APBD
APBD Kabupaten/Kota Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora
Kabupaten/Kota d P 2 P 1 P 1 P 1 P 100 1 P
dan an n n n n n -
Rancangan Peraturan Kepala
Peraturan Kepala Daerah P
Daerah tentang tentan
Penjabaran Penjat?aran
EZL“ubirIZQ/ﬁ;iD Perubahan APBD
P Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
05.02.02. | Evaluasi Jumlah Laporan
02.04 Rancangan Evaluasi
I Peraturan Rancangan
Peraturan Daerah
Daerah tentang tentan
Pertanggungjawab 9 .
an Pertanggungjawab
Pelaksanaan an Pelaksanaan
APBD
APBD
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora
dan Rancangan dan 2 n L n L n 1 n 100 1 n -
Peraturan Kepala Rancangan
P Peraturan Kepala
Daerah Daerah
tentang tentan
Penjabaran Pen'ak?aran
Pertanggungjawab . .
an Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
Pelaksanaan
APBD APBD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
05.02.02. | Asistensi yang Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum
02.05 Pengelolaan Mendapatkan 30 en 15 en 15 en 15 en 100 | 15 en -
Keuangan Layanan Asistensi
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Kabupaten/Kota

02.06

05.02.02.

Sub Kegiatan
Sosialisasi
Regulasi Bidang
Keuangan Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Sosialisasi
Regulasi Bidang
Keuangan

Lapora

Lapora

Lapora

Lapora

100

Lapora

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
05.02.02. | Koordinasi dan Hasil Koordinasi 240 | Dokum | 120 | Dokum | 120 | Dokum | 120 | Dokum 100 120 | Dokum
03.01 Pengelolaan Kas dan Pengelolaan 00 en 00 en 00 en 00 en 00 en -
Daerah Kas Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
05.02.02. | Pengelolaan Sisa Hasil Pengelolaan
03.02 Lebih Perhitungan | Sisa Lebih 2 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 100 1 Lapora
Anggaran Tahun Perhitungan n n n n n -
Sebelumnya Anggaran Tahun
Sebelumnya
Sub Kegiatan
05.02.02. | Penyiapan, Jumllah Dokumen
03.03 Pelaksanaan Egﬁgendalian dan Dokum Dokum Dokum Dokum Dokum
ggggﬁ;?aarl]lan dan Penerbitan 96 en 48 en 48 en 48 en 100 | 48 en -
Anggaran kas dan
Anggaran Kas dan SPD
SPD
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
05.02.02. | Penatausahaan Hasil
03.04 Pembiayaan Penatausahaan o0 | Dokum |4 | Dokum |, | Dokum |4 | Dokum | 444 | 4q | Dokum
Daerah Pembiayaan en en en en en )
Daerah
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Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen

05.02.02. | Koordinasi, Hasil Koordinasi,
03.06 Pelaksanaan Pelaksanaan
Kerjasama dan Kerjasama dan
Pemantauan Pemantauan
Transaksi Non Transaksi Non Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
Tunai dengan Tunai dengan en en en en en - -
Lembaga Lembaga
Keuangan Bank Keuangan Bank
dan Lembaga dan Lembaga
Keuangan Bukan Keuangan Bukan
Bank Bank
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
05.02.02. | Koordinasi Realisasi
03.07 Penyusunan Penerimaan dan
Laporan Realisasi | Pengeluaran Kas
Penerimaan dan Daerah, Laporan
Pengeluaran Kas Aliran Kas dan
Daerah Laporan Pelaksanaan
Aliran Kas dan Pemungutan/Pem
Pelaksanaan otongan dan
Pemungutan/Pem Penyetoran
otongan dan Perhitungan Fihak
Penyetoran Ketiga (PFK) dan
Perhitungan Fihak | Laporan Hasil
Ketiga (PFK) Koordinasi dalam Lapora Lapora Lapora Lapora 100 Lapora ) )
rangka n n n n n
Penyusunan

Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pem
otongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

32




03.09

05.02.02.

Sub Kegiatan
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Serta Pemungutan
dan Pemotongan
Atas SP2D
Dengan Instansi
Terkait

Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsiliasi
Data Penerimaan
dan Pengeluaran
Kas Serta
Pemungutan dan
Pemotongan Atas
SP2D Dengan
Instansi Terkait

14

Dokum
en

Dokum
en

Dokum
en

Dokum
en

100

Dokum
en

Sub Kegiatan

Jumlah Laporan

an Pelaksanaan
APBD Bulanan,
Triwulan dan
Semesteran

Triwulan dan
Semesteran

05.02.02. | Koordinasi Hasil Koordinasi
04.01 Pelaksanaan Pelaksanaan Laoora Laoora Laora Lapora Laoora
Akuntansi Akuntansi 24 P 14 P 14 P 14 P 100 | 14 P
: - n n n n n -
Penerimaan dan Penerimaan dan
Pengeluaran KAS | Pengeluaran KAS
Daerah Daerah
Sub Kegiatan
05.02.02. | Koordinasi dan Jumlah Laporan
04.03 Penyusunan por
Pertanggungjawab
Laporan . an Pelaksanaan Lapora Lapora Lapora Lapora Lapora
Pertanggungjawab APBD Bulanan 12 n 12 n 12 n 12 n 100 | 12 n )
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Sub Kegiatan

05.02.02. | Koordinasi dan Jumlah
04.05 Penyusunan Rancangan
Rancangan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah | tentang
tentang Pertanggungjawab
Pertanggungjawab | an Pelaksanaan
an Pelaksanaan APBD Provinsi 6 Dokum 3 Dokum 3 Dokum 3 Dokum 100 3 Dokum
APBD Provinsi dan Rancangan en en en en en -
dan Rancangan Peraturan Kepala
Peraturan Kepala Daerah tentang
Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Pertanggungjawab
Pertanggungjawab | an Pelaksanaan
an Pelaksanaan APBDProvinsi
APBD Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
05.02.02. | Koordinasi, Hasil Koordinasi,
04.07 Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Penyelesaian 8 Dokum 4 Dokum 4 Dokum 4 Dokum 100 4 Dokum
Tuntutan Tuntutan -
Perbendaharaan Perbendaharaan en en en en en
dan Tuntutan dan Tuntutan
Kerugian Daerah Kerugian Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Orang
05.02.02. | Pembinaan yang Mengikuti
04.11 Akuntansi, Pembinaan
Eglr?gr?grjgﬂrgg}gwab égran;grj:{ dan 72 Orang 36 Orang 36 Orang 36 Orang 100 | 36 Orang )
an Pemerintah Pertanggungjawab
Provinsi an Pemerintah
Provinsi
Sub Kegiatan
05.02.02. | Pembinaan Jumlah BLUD
04.12 Pengelolaan Provinsi yang 8 Lemba 4 Lemba 4 Lemba 4 Lemba 100 4 Lemba
Keuangan BLUD Dibina 9a 9a 9a 9a 9a i

Provinsi
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Sub Kegiatan

Jumlah Laporan

05.02.02. | Analisis Investasi Hasil Analisis
05.02 Pemerintah Investasi 26 Lapora 13 Lapora 13 Lapora 13 Lapora 100 | 13 Lapora
: n n n n n -
Daerah Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
05.02.02. | Analisis Hasil Analisis
05.08 Perencanaan dan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pembayaran Pembayaran 2 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 100 1 Lapora )
Cicilan Pokok dan | cicilan Pokok dan n n n n n
Bunga Pinjaman Bunga Pinjamanan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
828;02 II\DllaerrE eDSE;rlg rat dan g:ﬁg %Zr:g?;??:r? 2 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 100 1 Lapora )
n n n n n
Mendesak
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
822(2)02 Bﬁ;:/?niﬁ gi Hasil g:ﬁg ';Zg?ﬂgg?n 2 Lapr)lora 1 Laprl‘ora 1 Laprl‘ora 1 La[r)]ora 100 1 Lar:]ora )

Provinsi
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05.02.02.

Sub Kegiatan
Inventarisasi dan

Jumlah Dokumen
Hasil Inventarisasi

06.01 Analisis Data dan Analisis Data | 2 | Pokum | g | Dokum o, Dokum |, ) Dokum 1 | Dokum
: . en en en en 100 en -
Bidang Keuangan | Bidang Keuangan
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
05.02.02. | Implementasi dan Hasil Implementasi
06.02 Pemeliharaan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Sistem Informasi 2 Dokum 1 Dokum 1 Dokum 1 Dokum 100 1 Dokum )
Pemerintah Pemerintah en en en en en
Daerah Bidang Daerah Bidang
Keuangan Daerah | Keuangan Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Orang
05.02.02. | Pembinaan Sistem | yang Mengikuti
06.03 Informasi Pembinaan Sistem
Pemerintah Informasi
Daerah Bidang Pemerintah 444 | Orang | 222 | Orang | 222 | Orang | 222 | Orang 100 222 | Orang )
Keuangan Daerah Bidang
Pemerintah Keuangan
Provinsi Pemerintah
Provinsi
05.02.03 | PROGRAM
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
Kegiatan
05.02.03. | Pengelolaan
01 Barang Milik
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Standar
05.02.03. | Penyusunan Harga yang 2 Dokum 1 Dokum 1 Dokum 1 Dokum 100 1 Dokum
01.01 Standar Harga disusun en en en en en i
Sub Kegiatan Jumlah Standar
05.02.03. | Penyusunan Barang Milik
01.02 Standar Barang Daerah dan
Milik Daerah dan Standar 2 DO;#m 1 Do;#m 1 Doé(#m 1 Doek#m 100 | 1 DO:#m )
Standar Kebutuhan Barang
Kebutuhan Barang | Milik Daerah

Milik Daerah
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Sub Kegiatan

Jumlah Rencana

05.02.03. | Penyusunan Kebutuhan Baran
01.03 Ren)éana Milik Daerah ’ Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
en en en en en -
Kebutuhan Barang
Milik Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Kebijakan
05.02.03. | Penyusunan Pengelolaan
01.04 Kebijakan Barang Milik Dokum Dokum Dokum Dokum 100 Dokum
Pengelolaan Daerah -
. en en en en en
Barang Milik
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
05.02.03. | Penatausahaan Penatausahaan Lapora Lapora Lapora Lapora 100 Lapora
01.05 Barang Milik BMD n n n n n -
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
05.02.03. | Inventarisasi Hasil Inventarisasi
01.06 Barang Milik (LHI) Barang Milik Lapr)]ora La|cr)]0ra La%ora La[:r:ora 100 Lap:lora )
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
8?8503 gg?gr? én I\iirlliin g:f ellInI;el\r)lﬁﬁl(manan Lapora Lapora Lapora Lapora 100 Lapora )
Daerah Daerah n n n n n
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
05.02.03. | Penilaian Barang Hasil Penilaian
01.08 Milik Daerah Barang Milik
Daerah dan Hasil Lapora Lapora Lapora Lapora 100 Lapora
Koordinasi n n n n n i
Penilaian Barang
Milik Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
05.02.03. | Pengawasan dan Hasil Pengawasan
01.09 Pengendalian dan Pengendalian Lapora Lapora Lapora Lapora 100 Lapora
Pengelolaan Pengelolaan n n n n n -
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
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Sub Kegiatan

Jumlah Dokumen

05.02.03. | Optimalisasi Hasil Optimalisasi
01.10 Penggunaan, Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemanfaatan,
Pemindahtangana | Pemindahtangana 4 | Dokum 2 Dokum 2 Dokum 2 Dokum 100 | 2 Dokum
n, Pemusnahan, n, Pemusnahan, en en en en en .
dan Penghapusan | dan Penghapusan
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
05.02.03. | Rekonsiliasi dalam | Hasil Rekonsiliasi
01.11 rangka dalam Rangka 4 Lapora 5 Lapora 5 Lapora 5 Lapora 100 2 Lapora
Penyusunan Penyusunan n n n n n -
Laporan Barang Laporan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
8?2;03 E:Sg;j:#gz?ang ggr::gg ';/Ielllr"kg 2 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 1 Lapora 100 1 Lapora )
Milik Daerah Disusun n n n n n
Sub Kegiatan Jumlah Orang
05.02.03. | Pembinaan yang Mengiukuti
01.13 Pengelolaan Pembinaan
gzg’;gﬂ Milik gg?gﬁ glloil\‘/”l”ﬁﬂ 100 | Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100 | 50 Orang )
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Pemerintah
Kab/kota
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Rencana Kinerja BPKAD Provinsi Lampung sangat berkaitan
dengan terciptanya tertib administrasi keuangan yang baik dan
efisien dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengukuran
kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap
indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian
dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta
kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya
adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak
hanya indikator output saja tetapi juga outcomes serta memberikan
dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis,
terukur dan dapat diterapkan.

Keberhasilan capaian kinerja BPKAD pada pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang
berdampak pada capaian kinerja pelayanan.

Berikut ini adalah capaian kinerja program selama tahun anggaran
2024 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan
program yang berisi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 85,17%. Hal ini
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dikarenakan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawali
Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dan sub kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sub
kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya, sub kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
serta sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak
terlaksana sepenuhnya.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah berisikan Kegiatan
Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah,
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi
Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi Dan
Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah,
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pengelolaan Data Dan Implemntasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan
capaian kinerja sebesar 95,71%. Hal ini dikarenakan sub
kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-
SKPD, sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD serta sub kegiatan
Koordinasi,  Sinkronisasi, dan  Penyelesaian = Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah tidak terlaksana

sepenuhnya.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berisikan Kegiatan
Pengelolaan Barang Milik Daerah telah tersusun sesuai dengan
target sehingga capaian indikator program mencapai 80,77%.

Karena sub kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah
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dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, sub kegiatan

Inventarisasi Barang Milik Daerah serta sub kegiatan Pembinaan

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota

tidak terlaksana sepenuhnya.

Berdasarkan

peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah, maka hasil

pengukuran

terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja

dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Lampung

SASARAN INDIKAT | SATU PENJELASAN KETERA
STRATEGIS OR AN NGAN
KINERJA
UTAMA
ALASAN | FORMULASI | SUMBE
/ICARA R DATA
PENGUKUR
AN
Meningkatny | Presenta % | Dalam Jumlah Badan
a Kualitas se rangka rancangan Pengelo
Pengelolaan | keputusa meningk | Keputusan laan
keuangan n atnya Gubernur Keuang
dan Aset Gubernur Pengelol | tentang hasil an dan
Daerah tentang aan evaluasi Aset
Provinsi hasil keuanga | raperda Daerah
Lampung evaluasi n APBD, P-
Raperda Pemerint | APBD dan
APBD, ah Pertanggungja
PAPBD Daerah waban
dan dan pelaksanaan
Pertangg akuntabil | APBD
ungjawab itas Kab/Kota di
an laporan Provinsi
Pelaksan keuanga | Lampung
aan n yang
APBD Pemerint | dievaluasi
Kabupate ah dibagi Jumlah
n/Kota Daerah rancangan
berpedo | Keputusan
man Gubernur
pada UU | tentang hasil
no.12 Th | evaluasi

47




2019 raperda
tentang APBD, P-
Pengelol | APBD dan
aan Pertanggungja
Keuanga | waban
n pelaksanaan
Daerah APBD
Kab/Kota di
Provinsi
Lampung
yang diterima
dikali 100%
Presenta % Jumlah Badan
se laporan aset Pengelo
Pelapora daerah yang laan
n BMD disusun Keuang
yang berdasarkan an dan
sesuai yang Aset
dengan diamanatkan Daerah
ketentua pada
n yang Permendagri
berlaku No 47 th 2021
tentang
Tatacara
Pembukuan
Inventarisasi
daan
Pelaporan
dibagi jumlah
laporan yang
diterima
dibagi 100%
Presenta % Jumlah Badan
se Tata laporan Pengelo
Kelola keuangan laan
Keuanga perangkat Keuang
n daerah yang an dan
Pemerint sesuai dengan | Aset
ah SAP dibagi Daerah
Daerah dengan
yang laporan
sesuai keuangan
dengan perangkat
kaidah daerah yang
perundan diterima
gan dibagi 100%

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Provinsi Lampung

Isu-isu strategis BPKAD Provinsi Lampung dapat dijabarkan sebagai

berikut :

1. Pengelolaan aset yang belum optimal
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2. Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Rnperda APBD,
PAPBD dan P2APBD yang tidak optimal

3. Optimalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang
sesuai dengan kaidah perundangan

2.3.1 Permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Lampung

Permasalahan :

a. Penyusunan laporan aset yang belum sesuai dengan kaidah
perundangan

b. Inventarisasi asset yang belum optimal terutama untuk asset yang
tidak digunakan secara optimal maupun untuk asset yang masih
belum jelas kepemilikannya

c. Kesadaran pengelola barang dalam Menyusun laporan asetnya dan
kurang diberlakukannya sanksi atas keterlambatan dan kesalahan
dalam penyusunan laporan

d. Kurangnya Kapasitas Pelaksana dalam menyusun perencanaan
dan melaksanakan tahapan penganggaran sesuai aturan yang
berlaku.

e. Kurangnya kapasitas pelaksana sehingga penyusunan Laporan
keuangan hampir mencapai batas waktu

f. Kurangnya komitmen dari pemerintah daerah kabupaten/Kota untuk
melaksanakan tahapan evaluasi yang sesuai dengan jadwal yang

ditentukan

2.3.2 Tantangan dan Peluang BPKAD Provinsi Lampung
Tantangan adalah hal-hal yang meningkatkan semangat dan
tekat untuk mengatasi masalah. Peluang adalah hal-hal yang dapat
dilakukan untuk mengatasi masalah selanjutnya akan dijabarkan
melalui tabel berikut ini tantangan dan peluang yang dimiliki oleh
BPKAD Provinsi Lampung. Tantangan dan Peluang ini diharapkan
dapat menjadi motivasi bagi Perangkat Daerah untuk tetap fokus

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
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Tabel 2.4
Tantangan dan Peluang BPKAD

TANTANGAN

PELUANG

Penyusunan laporan aset yang
belum sepenuhnya sesuai peraturan

perundang-undangan, sehingga
berpotensi mempengaruhi
keandalan laporan keuangan

pemerintah daerah;

Inventarisasi aset yang belum
optimal, khususnya untuk aset yang
tidak dimanfaatkan secara produktif

atau belum jelas status
kepemilikannya;
Rendahnya kesadaran pengelola

barang dalam penyusunan laporan
aset, serta lemahnya penerapan
sanksi terhadap keterlambatan dan
kesalahan laporan;

Kapasitas pelaksana yang belum

memadai dalam menyusun
perencanaan dan melaksanakan
tahapan  penganggaran  sesuai
regulasi;

Keterbatasan kapasitas yang
berdampak pada penyusunan
laporan keuangan yang hampir

mencapai batas akhir waktu;

Kurangnya komitmen
daerah kabupaten/kota
melaksanakan tahapan
sesuai jadwal.

pemerintah
dalam
evaluasi

. Penerapan teknologi

. Penerapan

informasi  dalam
sistem pengelolaan barang milik daerah
untuk  meningkatkan  akurasi  dan
ketepatan waktu laporan aset;

. Peningkatan kapasitas SDM melalui
pelatihan  teknis pengelolaan  aset,
penyusunan laporan keuangan, dan

peanganggaran berbasis regulasi terbaru;

. Kerja sama antarperangkat daerah serta

koordinasi dengan pemerintah pusat
untuk mempercepat penyelesaian status
kepemilikan aset;

. Pemanfaatan aset yang belum optimal

untuk kegiatan produktif, sehingga dapat
menambah nilai manfaat dan potensi
pendapatan daerah;

sanksi yang tegas bagi
keterlambatan dan kesalahan laporan,
sekaligus  pemberian insentif  bagi
pengelola barang yang berpotensi;

Penguatan komitmen dan sinergi antara
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
melalui forum koordinasi rutin dan
asistensi teknis.

2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja

(Renja)

Perangkat Daerah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun

2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan

yang mengacu pada Renstra BPKAD Provinsi Lampung Tahun
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2025-2029, Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan
maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan
merupakan prioritas dari BPKAD Provinsi Lampung. Berikut review
terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Lampung.
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Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase
Dokumen
Perencanaan dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
tepat waktu

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Sub Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Doku
men

149.413.798,00

Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran,

dan Evaluasi

Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase
Dokumen
Perencanaan dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
tepat waktu

Sub Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Doku
men

149.413.798,00
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Sub Kegiatan
Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
RKA SKPD dan

48.400.000,00

Sub Kegiatan
Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
RKA SKPD dan

48.400.000,00

Penyusunan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Hasil
Dokumen RKA- Koordinasi 1 Dokumen RKA- Koordinasi 1
SKPD Penyusunan Doku SKPD Penyusunan Doku
Dokumen RKA men Dokumen RKA men
SKPD SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan RKA 48.400.000,00 Koordinasi dan Perubahan RKA 48.400.000,00
Penyusunan SKPD dan Laporan Penyusunan SKPD dan Laporan
Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen Hasil Koordinasi 1
Perubahan RKA- Penyusunan Doku Perubahan RKA- Penyusunan Doku
SKPD Dokumen men SKPD Dokumen men
Perubahan RKA Perubahan RKA
SKPD SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Koordinasi dan DPA SKPD dan 29.596.600,00 Koordinasi dan DPA SKPD dan 29.596.600,00
Penyusunan DPA- Laporan Hasil 1 Penyusunan DPA- Laporan Hasil 1
SKPD Koordinasi SKPD Koordinasi
Penyusunan Doku Penyusunan Doku
Dokumen DPA- men Dokumen DPA- men
SKPD SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan DPA 29.596.600,00 Koordinasi dan Perubahan DPA 29.596.600,00
Penyusunan SKPD dan Laporan Penyusunan SKPD dan Laporan
Perubahan DPA- Hasil Koordinasi 1 Perubahan DPA- Hasil Koordinasi 1
SKPD Penyusunan Doku SKPD Penyusunan Doku
Dokumen men Dokumen men

Perubahan DPA-
SKPD

Perubahan DPA-
SKPD
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Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan

60.600.000,00

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan

60.600.000,00

Kinerja dan Ikhtisar lapdoran hasil Kinerja dan Ikhtisar lapdoran hasil
Realisasi Kinerja koordinasi 1 Realisasi Kinerja koordinasi 1
SKPD pendyusunan_ Lapora SKPD pendyusunan_ Lapora
laporan capaian n laporan capaian n
kinerja dan ikhtisar kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja realisasi kinerja
SKPD SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Laporan dan Sub Kegiatan Jumlah Laporan dan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja PD | 8 127.000.000,00 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja PD | 8 127.000.000,00
Perangkat Daerah apr?ra Perangkat Daerah apr?ra
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Administrasi Layanan Administrasi Layanan
Keuangan Administrasi Keuangan Administrasi
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Keuangan
Perangkat Daerah 151.877.203.879, Perangkat Daerah 149.453.375.13
yang tepat waktu 49 yang tepat waktu 9,54
Sub Kegiatan Jumlah Orang/Bulan 139 Sub Kegiatan Jumlah Orang/Bulan 139
Penyediaan Gaji yang Menerima Gaji | Orang/ | 136.479.995.879 Penyediaan Gaji yang Menerima Gaji | Orang/ | 137.118.575.13
dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 14 dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 14 9,54
Bulan Bulan
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penatausahaan Pengujian/Verifikasi 12 Penatausahaan Penguijian/Verifikasi 12
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Doku 15.080.208.000,0 | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Doku 12.010.000.000
Keuangan SKPD men 0 | Keuangan SKPD men R
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Jumlah Laporan

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir 25.000.000,00 Keuangan Akhir 32.800.000
Tahun SKPD dan 5 Tahun SKPD dan 5
Sub Kegiatan Laporan Hasil Lapora Sub Kegiatan Laporan Hasil Lapora
Koordinasi dan Koordinasi p Koordinasi dan Koordinasi Fr:
Penyusunan Penyusunan n Penyusunan Penyusunan
Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD
242.000.000,00 242.000.000,00
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 3 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 3
Pengelolaan dan Bahan Tanggapan Doku Pengelolaan dan Bahan Tanggapan Doku
Penyiapan Bahan Pemeriksaan dan men Penyiapan Bahan Pemeriksaan dan men
Tanggapan Tindak Lanjut Tanggapan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Koordinasi dan Keuangan 50.000.000,00 Koordinasi dan Keuangan 50.000.000,00
Penyusunan Bulanan/Triwulan/S Penyusunan Bulanan/Triwulan/S
Laporan Keuangan emesteran SKPD Laporan Keuangan emesteran SKPD
Bulanan/Triwulan/S dan Laporan Bulanan/Triwulan/S dan Laporan
emesteran SKPD Koordinasi 16 emesteran SKPD Koordinasi 16
Penyusunan Lapora Penyusunan Lapora
Laporan Keuangan n Laporan Keuangan n
Bulanan/Triwulan/S Bulanan/Triwulan/S
emesteran emesteran
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Administrasi penyusunan 50.000.000,00 Administrasi penyusunan 50.000.000,00
Barang Milik Laporan Barang Barang Milik Laporan Barang
Daerah pada Milik Daerah tepat Daerah pada Milik Daerah tepat
Perangkat Daerah waktu Perangkat Daerah waktu
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan 25.000.000,00 Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan 25.000.000,00
Penyusunan Penyusunan 1 Penyusunan Penyusunan 1
Laporan Barang Laporan Barang Lapora Laporan Barang Laporan Barang Lapora
Milik Daerah pada Milik Daerah pada n Milik Daerah pada Milik Daerah pada n

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD
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Sub Kegiatan

Jumlah Laporan

Sub Kegiatan

Jumlah Laporan

Penatausahaan Penatausahaan 1 25.000.000,00 Penatausahaan Penatausahaan 1 25.000.000,00
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Lapora Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Lapora
pada SKPD pada SKPD n pada SKPD pada SKPD n
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Administrasi pelayanan 933.883.600,00 Administrasi pelayanan 933.883.600,00
Kepegawaian administrasi Kepegawaian administrasi
Perangkat Daerah kepegawaian yang Perangkat Daerah kepegawaian yang
tepat waktu tepat waktu
Sub Kegiatan Jumlah Paket Sub Kegiatan Jumlah Paket
Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas 123.000.000,00 Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas 123.000.000,00
Dinas Beserta Beserta 1 Dinas Beserta Beserta 1
Atribut Atribut Paket Atribut Atribut Paket
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya Kelengkapan
Sub Kegiatan Jumlah Pegawai Sub Kegiatan Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas 382.721.600,00 Pendidikan dan Berdasarkan Tugas 32.800.000,00
Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang
Berdasarkan Tugas mengikuti 20 Berdasarkan Tugas mengikuti 20
dan Fungsi Pendidikan dan Orang dan Fungsi Pendidikan dan Orang
Pelatihan Pelatihan
Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Sub Kegiatan Jumlah Orang yang
Sosialisasi mengikuti 428.162.000,00 Sosialisasi mengikuti 32.800.000,00
Peraturan Sosialisasi 500 Peraturan Sosialisasi 500
Perundang- Peraturan Orang Perundang- Peraturan Orang
Undangan Perundang- Undangan Perundang-
undangan undangan
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Administrasi pelayanan 3.104.788.500,00 Administrasi pelayanan 1.571.955.300,0
Umum Perangkat administrasi Umum Perangkat administrasi 0
Daerah Umum yang tepat Daerah Umum yang tepat
waktu waktu
Sub Kegiatan Jumlah Paket Sub Kegiatan Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan dan 625.718.800,00 Penyediaan Peralatan dan 191.160.000,00
Peralatan dan Perlengkapan 3 Peralatan dan Perlengkapan 3
Perlengkapan Kantor yang Paket Perlengkapan Kantor yang Paket
Kantor disediakan Kantor disediakan
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Sub Kegiatan
Penyediaan

Jumlah Paket
Peralatan Rumah

49.485.300,00

Sub Kegiatan
Penyediaan

Jumlah Paket
Peralatan Rumah

32.800.000,00

Peralatan Rumah Tangga yang 3 Peralatan Rumah Tangga yang 3

Tangga disediakan Paket Tangga disediakan Paket

Sub Kegiatan Jumlah Paket Sub Kegiatan Jumlah Paket

Penyediaan Barang Barang Cetak dan 52.838.400,00 Penyediaan Barang Barang Cetak dan 32.800.000,00
Cetakan dan Penggandaan yang 2 Cetakan dan Penggandaan yang 2

Penggandaan disediakan Paket Penggandaan disediakan Paket

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen

Penyediaan Bahan Bahan Bacaan 37.522.400,00 Penyediaan Bahan Bahan Bacaan 32.800.000,00
Bacaan dan Peraturan 2 Bacaan dan Peraturan 2

Peraturan Perundang- Doku Peraturan Perundang- Doku

Perundang- undangan yang men Perundang- undangan yang men

undangan Disediakan undangan Disediakan

Sub Kegiatan Jumlah Paket Sub Kegiatan Jumlah Paket

Penyediaan bahan/material yang 3 198.445.600,00 Penyediaan bahan/material yang 3 99.222.800,00
Bahan/Material disediakan Paket Bahan/Material disediakan Paket

Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan

Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan 12 555.205.000,00 Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan 12 277.602.500,00
Tamu Tamu La[;}ora Tamu Tamu Lar;lora

Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Penyelenggaraan 12 1.585.573.000,00 Penyelenggaraan Penyelenggaraan 12 905.570.000,00
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Lapora Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Lapora

dan Konsultasi dan Konsultasi n dan Konsultasi dan Konsultasi n

SKPD SKPD SKPD SKPD

Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase

Pengadaan Pengadaan 219.547.100,00 Pengadaan Pengadaan 219.547.100,00
Barang Milik Barang Milik Barang Milik Barang Milik

Daerah Penunjang Daerah tepat Daerah Penunjang Daerah tepat

Urusan waktu Urusan waktu

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah




Sub Kegiatan
Pengadaan Sarana
dan Prasarana

Jumlah Unit Sarana
dan Prasana
Gedung Kantor atau

133.802.700,00

Sub Kegiatan
Pengadaan Sarana
dan Prasarana

Jumlah Unit Sarana
dan Prasana
Gedung Kantor atau

133.802.700,00

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit

Bangunan Lainnya yang Disediakan Bangunan Lainnya yang Disediakan

Sub Kegiatan Jumlah Unit Sarana Sub Kegiatan Jumlah Unit Sarana

Pengadaan Sarana dan Prasana 85.744.400,00 Pengadaan Sarana dan Prasana 85.744.400,00
dan Prasarana Pendukung Gedung dan Prasarana Pendukung Gedung

Pendukung Gedung Kantor atau 20 Pendukung Gedung Kantor atau 20

Kantor atau Bangunan Lainnya Unit Kantor atau Bangunan Lainnya Unit

Bangunan Lainnya yang Disediakan Bangunan Lainnya yang Disediakan

Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase 128.800.000,00
Penyediaan pelayanan Jasa 969.589.800,00 Penyediaan pelayanan Jasa

Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan

Penunjang Pemerintah tepat Penunjang Pemerintah tepat

Urusan waktu Urusan waktu

Pemerintahan Pemerintahan

Daerah Daerah

Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan 128.800.000,00
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 969.589.800,00 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Pelayanan Umum 12 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 12

Kantor ( Honor Kantor yang Lapora Kantor ( Honor Kantor yang Lapora

PTHL, PPTK DLL) Disediakan n PTHL, PPTK DLL) Disediakan n

Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase

Pemeliharaan Pemeliharaan 844.400.800,00 Pemeliharaan Pemeliharaan 844.400.800,00
Barang Milik Barang Milik Barang Milik Barang Milik

Daerah Penunjang Daerah tepat Daerah Penunjang Daerah tepat

Urusan waktu Urusan waktu

Pemerintahan
Daerah

Pemerintahan
Daerah
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Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang

483.280.600,00

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang

483.280.600,00

dan Pajak Dipelihara dan 18 dan Pajak Dipelihara dan 18

Kendaraan Dibayarkan Unit Kendaraan Dibayarkan Unit

Perorangan Dinas Pajaknya Perorangan Dinas Pajaknya

atau Kendaraan atau Kendaraan

Dinas Jabatan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan

Pemeliharaan/Reha Prasarana Gedung 361.120.200,00 Pemeliharaan/Reha Prasarana Gedung 361.120.200,00
bilitasi Sarana dan Kantor atau bilitasi Sarana dan Kantor atau

Prasarana Gedung Bangunan Lainnya 55 Prasarana Gedung Bangunan Lainnya 55

Kantor atau yang Unit Kantor atau yang Unit

Bangunan Lainnya

Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Rencana Anggaran
Daerah

Dipelihara/Direhabili
tasi

Persentase Perda
dan Pergub APBD
Murni dan
Perubahan Tepat
Waktu

3.163.080.490,00

Bangunan Lainnya

Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Rencana Anggaran
Daerah

Dipelihara/Direhabili
tasi

Persentase Perda
dan Pergub APBD
Murni dan
Perubahan Tepat
Waktu

3.416.839.480,0
0

Sub Kegiatan
koordinasi dan
Penyusunan KUA
dan PPAS

Jumlah Dokumen
KUA dan PPAS
yang Disusun

Doku
men

201.744.300,00

Sub Kegiatan
koordinasi dan
Penyusunan KUA
dan PPAS

Jumlah Dokumen
KUA dan PPAS
yang Disusun

Doku
men

201.744.300,00
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Sub Kegiatan
Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Perubahan KUA

201.799.000,00

Sub Kegiatan
Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Perubahan KUA

201.799.000,00

Penyusunan dan Perubahan 2 Penyusunan dan Perubahan 2

Perubahan KUA PPAS yang Disusun Doku Perubahan KUA PPAS yang Disusun Doku

dan Perubahan men dan Perubahan men

PPAS PPAS

Sub Kegiatan Jumlah RKA SKPD Sub Kegiatan Jumlah RKA SKPD

koordinasi, yang Diverifikasi 48 189.528.200,00 koordinasi, yang Diverifikasi 48 189.528.200,00
Penyusunan dan Doku Penyusunan dan Doku

Verifikasi RKA men Verifikasi RKA men

SKPD SKPD

Sub Kegiatan Jumlah Perubahan Sub Kegiatan Jumlah Perubahan

Koordinasi, RKA SKPD yang 189.528.200,00 Koordinasi, RKA SKPD yang 189.528.200,00
Penyusunan Diverifikasi 48 Penyusunan Diverifikasi 48

dan Verifikasi Doku dan Verifikasi Doku

Perubahan RKA — men Perubahan RKA — men

SKPD SKPD

Sub Kegiatan Jumlah DPA-SKPD Sub Kegiatan Jumlah DPA-SKPD 111.558.990,00
koordinasi, yang Diverifikasi 48 55.779.495,00 koordinasi, yang Diverifikasi 48

Penyusunan dan Doku Penyusunan dan Doku

Verifikasi DPA men Verifikasi DPA men

SKPD SKPD

Sub Kegiatan Jumlah Perubahan Sub Kegiatan Jumlah Perubahan 111.558.990,00
Koordinasi, DPA-SKPD yang 55.779.495,00 Koordinasi, DPA-SKPD yang

Penyusunan Diverifikasi 48 Penyusunan Diverifikasi 48

dan Verifikasi Doku dan Verifikasi Doku

Perubahan DPA — men Perubahan DPA — men

SKPD SKPD

Sub Kegitan Jumlah Peraturan Sub Kegitan Jumlah Peraturan 1.063.951.800,0
Koordinasi dan Daerah tentang 988.951.800,00 Koordinasi dan Daerah tentang 0

Penyusunan APBD dan Penyusunan APBD dan

Peraturan Daerah Peraturan Kepala 1 Peraturan Daerah Peraturan Kepala 1

tentang APBD Daerah tentang Doku tentang APBD Daerah tentang Doku

dan Peraturan Penjabaran APBD men dan Peraturan Penjabaran APBD men

Kepala Daerah
tentang Penjabaran
APBD

Kepala Daerah
tentang Penjabaran
APBD
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Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan

Jumlah Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD
dan Peraturan
Kepala Daerah

996.751.800,00

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan

Jumlah Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD
dan Peraturan
Kepala Daerah

1.063.951.800,0
0

APBD dan tentang Penjabaran 1 APBD dan tentang Penjabaran 1

Peraturan Kepala Perubahan APBD Doku Peraturan Kepala Perubahan APBD Doku

Daerah tentang men Daerah tentang men

Penjabaran Penjabaran

Perubahan APBD Perubahan APBD

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen

Koordinasi dan Regulasi serta 182.218.200,00 Koordinasi dan Regulasi serta 182.218.200,00
Penyusunan Kebijakan Bidang 2 Penyusunan Kebijakan Bidang 2

Regulasi serta Anggaran Doku Regulasi serta Anggaran Doku

Kebijakan Bidang men Kebijakan Bidang men

Anggaran Anggaran

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen

Koordinasi Hasil Koordinasi 101.000.000,00 Koordinasi Hasil Koordinasi 101.000.000,00
Perencanaan Perencanaan 6 Perencanaan Perencanaan 6

Anggaran Anggaran Doku Anggaran Anggaran Doku

Pembiayaan Pembiayaan men Pembiayaan Pembiayaan men

Kegiatan Persentase Kab/ Kegiatan Persentase Kab/

Pembinaan Kota yang 1.328.155.200,00 Pembinaan Kota yang 1.328.155.200,0
Pengelolaan menetapkan APBD Pengelolaan menetapkan APBD 0

Keuangan daerah tepat waktu Keuangan daerah tepat waktu

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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Sub Kegiatan
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD

Jumlah Laporan
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD

380.873.200,00

Sub Kegiatan
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD

Jumlah Laporan
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD

380.873.200,00

Kabupaten/kota dan Kab/kota dan 1 Kabupaten/kota dan Kab/kota dan 1
Rancangan Rancangan Lapora Rancangan Rancangan Lapora
Peraturan Kepala Peraturan Kepala n Peraturan Kepala Peraturan Kepala n
Daerah tentang Daerah tentang Daerah tentang Daerah tentang
Penjabaran APBD Penjabaran APBD Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Evaluasi Evaluasi 373.884.200,00 Evaluasi Evaluasi 373.884.200,00
Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan
Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Peraturan Daerah
tentang Perubahan tentang Perubahan tentang Perubahan tentang Perubahan
APBD APBD Kab/kota dan 1 APBD APBD Kab/kota dan 1
Kabupaten/kota dan Rancangan La Kabupaten/kota dan Rancangan L

pora apora
Rancangan Peraturan Kepala n Rancangan Peraturan Kepala n

Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Kab/Kota

Daerah tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Kab/Kota

Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Kab/Kota

Daerah tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Kab/Kota
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Sub Kegiatan
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan

Jumlah Laporan
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan

254.741.900,00

Sub Kegiatan
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan

Jumlah Laporan
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan

254.741.900,00

APBD APBD Kab/kota dan 1 APBD APBD Kab/kota dan 1
Kabupaten/kota dan Rancangan Lapora Kabupaten/kota dan Rancangan Lapora
Rancangan Peraturan Kepala n Rancangan Peraturan Kepala n
Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang
Daerah tentang Penjabaran Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Pertanggungjawaba Penjabaran Pertanggungjawaba
Pertanggungjawaba n Pelaksanaan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan
n Pelaksanaan APBD Kab/Kota n Pelaksanaan APBD Kab/Kota
APBD APBD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Asistensi yang Mendapatkan 15 182.102.500,00 Asistensi yang Mendapatkan 15 182.102.500,00
Pengeloaan Layanan Asistensi Doku Pengeloaan Layanan Asistensi Doku
Keuangan men Keuangan men
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Sosialisasi Regulasi Hasil Sosialisasi 1 136.553.400,00 Sosialisasi Regulasi Hasil Sosialisasi 1 136.553.400,00
Bidang Keuangan Regulasi Bidang Lapora Bidang Keuangan Regulasi Bidang Lapora
Daerah Keuangan Daerah n Daerah Keuangan Daerah n
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Koordinasi dan Realisasi Belanja 1.565.456.050,00 Koordinasi dan Realisasi Belanja 1.688.489.100,0
Pengelolaan sesuai dengan Pengelolaan sesuai dengan 0
Perbendaharaan aturan dan Perbendaharaan aturan dan
Daerah persyaratan yang Daerah persyaratan yang
berlaku berlaku
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi 12.000 | 545.600.000,00 Koordinasi dan Hasil Koordinasi 12.000 | 545.600.000,00
Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Doku Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Doku
Daerah Kas Daerah men Daerah Kas Daerah men
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Sub Kegiatan
Pengelolaan Sisa

Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan

60.500.000,00

Sub Kegiatan
Pengelolaan Sisa

Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan

60.500.000,00

Lebih Perhitungan Sisa Lebih 1 Lebih Perhitungan Sisa Lebih 1
Anggaran Tahun Perhitungan Lapora Anggaran Tahun Perhitungan Lapora
Sebelumnya Anggaran Tahun n Sebelumnya Anggaran Tahun n
Sebelumnya Sebelumnya
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Penyiapan, Hasil Pengendalian 123.033.050,00 Penyiapan, Hasil Pengendalian 246.066.100,00
Pelaksanaan dan Penerbitan Pelaksanaan dan Penerbitan
Pengendalian dan Anggaran kas dan 48 Pengendalian dan Anggaran kas dan 48
Penerbitan SPD Doku Penerbitan SPD Doku
Anggaran Kas dan men Anggaran Kas dan men
SPD SPD
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Penatausahaan Hasil 10 106.211.300,00 Penatausahaan Hasil 10 106.211.300,00
Pembiayaan Penatausahaan Doku Pembiayaan Penatausahaan Doku
Daerah Pembiayaan Daerah men Daerah Pembiayaan Daerah men
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Koordinasi Fasilitasi Hasil Koordinasi 229.900.000,00 Koordinasi Fasilitasi Hasil Koordinasi 229.900.000,00
Asistensi, Fasilitasi Asistensi, Asistensi, Fasilitasi Asistensi,
Sinkronisasi, Sinkronisasi, Sinkronisasi, Sinkronisasi,
Supervisi, Supervisi, Supervisi, Supervisi,
Monitoring dan Monitoring dan 2 Monitoring dan Monitoring dan 2
Evaluasi Evaluasi Doku Evaluasi Evaluasi Doku
Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana men Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana men

Perimbangan dan
Dana Transfer
Lainnya

Perimbangan dan
Dana Transfer
Lainnya

Perimbangan dan
Dana Transfer
Lainnya

Perimbangan dan
Dana Transfer
Lainnya




Sub Kegiatan
Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan
Transaksi Non
Tunai dengan
Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan
Bank

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan
Transaksi Non
Tunai dengan
Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan
Bank

Doku
men

121.000.000,00

Sub Kegiatan
Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan
Transaksi Non
Tunai dengan
Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan
Bank

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan
Transaksi Non
Tunai dengan
Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan
Bank

Doku
men

121.000.000,00
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Sub Kegiatan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah Laporan
Aliran Kas dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) dan
Laporan Hasil
Koordinasi dalam
rangka Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

1
Lapora
n

145.200.000,00

Sub Kegiatan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah Laporan
Aliran Kas dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) dan
Laporan Hasil
Koordinasi dalam
rangka Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

1
Lapora
n

145.200.000,00
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Sub Kegiatan
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Serta Pemungutan

Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsiliasi
Data Penerimaan
dan Pengeluaran
Kas Serta

234.011.700,00

Sub Kegiatan
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Serta Pemungutan

Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsiliasi
Data Penerimaan
dan Pengeluaran
Kas Serta

234.011.700,00

dan Pemotongan Pemungutan dan ngu dan Pemotongan Pemungutan dan Dc?ku
Atas SP2D Dengan Pemotongan Atas men Atas SP2D Dengan Pemotongan Atas men
Instansi Terkait SP2D Dengan Instansi Terkait SP2D Dengan
Instansi Terkait Instansi Terkait
Kegiatan Persentase Perda Kegiatan Persentase Perda
Koordinasi dan Laporan Keuangan 1.904.016.655,00 Koordinasi dan Laporan Keuangan 1.904.016.655,0
Pelaksanaan Pemda Tepat Pelaksanaan Pemda Tepat 0
Akuntansi dan Waktu Akuntansi dan Waktu
Pelaporan Pelaporan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Koordinasi Hasil Koordinasi 119.187.500,00 Koordinasi Hasil Koordinasi 119.187.500,00
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Akuntansi Akuntansi Akuntansi Akuntansi
Penerimaan dan Penerimaan dan Penerimaan dan Penerimaan dan
Pengeluaran KAS Pengeluaran KAS Pengeluaran KAS Pengeluaran KAS
Daerah Daerah Daerah Daerah
14 14
Lapora Lapora
n n
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Sub Kegiatan
Koordinasi dan

Jumlah Laporan
Pertanggungjawaba

337.816.875,00

Sub Kegiatan
Koordinasi dan

Jumlah Laporan
Pertanggungjawaba

337.816.875,00

penyusunan n Pelaksanaan penyusunan n Pelaksanaan

Laporan APBD Bulanan, Laporan APBD Bulanan,
Pertanggungjawaba Triwulan dan 12 Pertanggungjawaba Triwulan dan 12

n Pelaksanaan Semesteran Lapora n Pelaksanaan Semesteran Lapora
APBD Bulanan, n APBD Bulanan, n
Triwulan dan Triwulan dan

Semester Semester

Sub Kegiatan Jumlah Rancangan Sub Kegiatan Jumlah Rancangan

Koordinasi dan Peraturan Daerah 935.763.180,00 Koordinasi dan Peraturan Daerah 935.763.180,00
Penyusunan tentang Penyusunan tentang

Rancangan Pertanggungjawaba Rancangan Pertanggungjawaba

Peraturan Daerah n Pelaksanaan Peraturan Daerah n Pelaksanaan

tentang APBD Provinsi dan tentang APBD Provinsi dan
Pertanggungjawaba Rancangan Pertanggungjawaba Rancangan

n Pelaksanaan Peraturan Kepala n Pelaksanaan Peraturan Kepala

APBD Provinsi dan Daerah tentang 3 APBD Provinsi dan Daerah tentang 3
Rancangan Penjabaran Doku Rancangan Penjabaran Doku
Peraturan Kepala Pertanggungjawaba men Peraturan Kepala Pertanggungjawaba men
Daerah tentang n Pelaksanaan Daerah tentang n Pelaksanaan

Penjabaran APBD Penjabaran APBD

Pertanggungjawaba Provinsi Pertanggungjawaba Provinsi

n Pelaksanaan n Pelaksanaan

APBD APBD

Provinsi Provinsi

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen

Koordinasi, Hasil Koordinasi, 162.553.100,00 Koordinasi, Hasil Koordinasi, 162.553.100,00
Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian

Tuntutan Tuntutan 4 Tuntutan Tuntutan 4
Perbendaharaan Perbendaharaan Dmo:: Perbendaharaan Perbendaharaan Er)no(l,(rl]]

dan Tuntutan
Kerugian Daerah

dan Tuntutan
Kerugian Daerah

dan Tuntutan
Kerugian Daerah

dan Tuntutan
Kerugian Daerah
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Sub Kegiatan

Jumlah Orang yang

Sub Kegiatan

Jumlah Orang yang

Pembinaan Mengikuti 67.046.000,00 Pembinaan Mengikuti 67.046.000,00
Akuntansi, Pembinaan Akuntansi, Pembinaan
Pelaporan dan Akuntansi, 36 Pelaporan dan Akuntansi, 36
Pertanggungjawaba Pelaporan dan Orang Pertanggungjawaba Pelaporan dan Orang
n Pemerintah Pertanggungjawaba n Pemerintah Pertanggungjawaba
Provinsi n Pemerintah Provinsi n Pemerintah
Provinsi Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah BLUD Sub Kegiatan Jumlah BLUD
Pembinaan Provinsi yang Dibina 4 281.650.000,00 Pembinaan Provinsi yang Dibina 4 281.650.000,00
Pengelolaan Lemba Pengelolaan Lemba
Keuangan BLUD ga Keuangan BLUD ga
Provinsi Provinsi
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Penunjang Urusan kegiatan Penunjang Urusan kegiatan
Kewenangan Pengelolaan Kewenangan Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah 1.532.879.880.0
Keuangan Daerah sesuai dengan 1.448.875.231.80 Keuangan Daerah sesuai dengan 00,46
aturan yang 1,27 aturan yang
berlaku berlaku
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Analisis Investasi Hasil Analisis 13 1 129.600.000,00 | Analisis Investasi Hasil Analisis 131 129.600.000,00
Pemerintah Daerah Investasi Lapora Pemerintah Daerah Investasi Lapora
Pemerintah Daerah n Pemerintah Daerah n
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan 41.457.723.215,
Analisis Hasil Analisis 1.000.000.000,00 Analisis Hasil Analisis 00
Perencanaan dan Investasi Analisis 1 Perencanaan dan Investasi Analisis 1
Penyaluran Bantuan Perencanaan dan Lapora Penyaluran Bantuan Perencanaan dan Lapora
Penyaluran Bantuan n Penyaluran Bantuan n
Sub Jumlah Laporan Sub Jumlah Laporan
KegiatanPengelolaa Hasil Pengelolaan 1 KegiatanPengelolaa Hasil Pengelolaan 1
n Dana Darurat dan Dana Darurat dan Lapora | 42.472.500.000,0 | N Dana Darurat dan Dana Darurat dan Lapora | 98-930.000.000,
Mendesak Mendesak n 0 Mendesak Mendesak n 00
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Sub Kegiatan
Pengelolaan Dana
Bagi Hasil Provinsi

Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Dana Bagi Hasil
Provinsi

1
Lapora
n

1.405.273.131.80
1,27

Sub Kegiatan
Pengelolaan Dana
Bagi Hasil Provinsi

Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Dana Bagi Hasil
Provinsi

1
Lapora
n

1.342.352.556.7
85,46

Kegiatan
Pengelolaan Data
dan Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan
Daerah

Persentase PD
yang
mengaplikasikan
Sistem Informasi
Keuangan daerah
yang akuntabel
dan terintegrasi

2.335.045.707,00

Kegiatan
Pengelolaan Data
dan Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan
Daerah

Persentase PD
yang
mengaplikasikan
Sistem Informasi
Keuangan daerah
yang akuntabel
dan terintegrasi

2.335.045.707,0
0

Sub Kegiatan
Inventarisasi dan
Analisis Data
Bidang Keuangan
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Inventarisasi
dan Analisis Data
Bidang Keuangan
Daerah

Doku
men

379.551.907,00

Sub Kegiatan
Inventarisasi dan
Analisis Data
Bidang Keuangan
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Inventarisasi
dan Analisis Data
Bidang Keuangan
Daerah

Doku
men

379.551.907,00

Sub Kegiatan
Implementasi dan
Pemeliharaan
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Implementasi
dan Pemeliharaan
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Daerah

Doku
men

1.389.517.500,00

Sub Kegiatan
Implementasi dan
Pemeliharaan
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Implementasi
dan Pemeliharaan
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Daerah

Doku
men

1.389.517.500,0
0

Sub Kegiatan
Pembinaan Sistem
Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Pemerintah Provinsi

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pembinaan Sistem
Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Pemerintah Provinsi

222
Orang

565.976.300,00

Sub Kegiatan
Pembinaan Sistem
Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Pemerintah Provinsi

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pembinaan Sistem
Informasi
Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan
Pemerintah Provinsi

222
Orang

565.976.300,00
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Kegiatan
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Persentase
Dokumen Aset
Daerah yang tepat
waktu

7.446.888.520,00

Kegiatan
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Persentase
Dokumen Aset
Daerah yang tepat
waktu

7.446.888.520,0
0

Sub Kegiatan

Jumlah Standar

Sub Kegiatan

Jumlah Standar

Penyusunan Harga yang disusun 1k 437.520.000,00 Penyusunan Harga yang disusun 1k 437.520.000,00
Standar Harga Doku Standar Harga Doku

men men
Sub Kegiatan Jumlah Standar Sub Kegiatan Jumlah Standar
Penyusunan Barang Milik Daerah 62.310.000,00 Penyusunan Barang Milik Daerah 62.310.000,00
Standar Barang dan Standar 1 Standar Barang dan Standar 1
Milik Daerah dan Kebutuhan Barang Doku Milik Daerah dan Kebutuhan Barang Doku
Standar Kebutuhan Milik Daerah men Standar Kebutuhan Milik Daerah men
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Rencana Sub Kegiatan Jumlah Rencana
Penyusunan Kebutuhan Barang 1 154.678.100,00 Penyusunan Kebutuhan Barang 1 154.678.100,00
Rencana Kebutuhan Milik Daerah Doku Rencana Kebutuhan Milik Daerah Doku
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah

men men
Sub Kegiatan Jumlah Kebijakan Sub Kegiatan Jumlah Kebijakan
Penyusunan Pengelolaan Barang 2 315.453.800,00 Penyusunan Pengelolaan Barang 2 315.453.800,00
Kebijakan Milik Daerah Doku Kebijakan Milik Daerah Doku
Pengelolaan Barang men Pengelolaan Barang men
Milik Daerah Milik Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Penatausahaan Penatausahaan 1 98.869.000,00 Penatausahaan Penatausahaan 1 98.869.000,00
Barang Milik Daerah BMD Lapora Barang Milik Daerah BMD Lapora

n n
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Sub Kegiatan

Jumlah Laporan

Sub Kegiatan

Jumlah Laporan

Inventarisasi Barang Hasil Inventarisasi 2 473.179.400,00 Inventarisasi Barang Hasil Inventarisasi 2 473.179.400,00
Milik Daerah (LHI) Barang Milik Lapora Milik Daerah (LHI) Barang Milik Lapora

Daerah n Daerah n
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Pengamanan Hasil Pengamanan 1 3.270.715.600,00 Pengamanan Hasil Pengamanan 1 3.270.715.600,0
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah | Lapora Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah | Lapora | 0

n n

Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Penilaian Barang Hasil Penilaian 386.341.020,00 Penilaian Barang Hasil Penilaian 386.341.020,00
Milik Daerah Barang Milik Daerah 1 Milik Daerah Barang Milik Daerah 1

dan Hasil Lapora dan Hasil Lapora

Koordinasi Penilaian n Koordinasi Penilaian n

Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Pengawasan dan Hasil Pengawasan 356.459.000,00 Pengawasan dan Hasil Pengawasan 356.459.000,00
Pengendalian dan Pengendalian 1 Pengendalian dan Pengendalian 1
Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang | Lapora Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang | Lapora
Milik Daerah Milik Daerah n Milik Daerah Milik Daerah n
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Optimalisasi Hasil Optimalisasi 587.783.800,00 Optimalisasi Hasil Optimalisasi 587.783.800,00
Penggunaan, Penggunaan, Penggunaan, Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemindahtanganan, 2 Pemindahtanganan, Pemindahtanganan, 2
Pemusnahan, dan Pemusnahan, dan Doku Pemusnahan, dan Pemusnahan, dan Doku
Penghapusan Penghapusan men Penghapusan Penghapusan men
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dalam Hasil Rekonsiliasi 953.777.200,00 Rekonsiliasi dalam Hasil Rekonsiliasi 953.777.200,00
rangka Penyusunan dalam Rangka 2 rangka Penyusunan dalam Rangka 2
Laporan Barang Penyusunan Lapora Laporan Barang Penyusunan Lapora
Milik Daerah Laporan Barang n Milik Daerah Laporan Barang n

Milik Daerah Milik Daerah
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Sub Kegiatan

Jumlah Laporan

Sub Kegiatan

Jumlah Laporan

Penyusunan Barang Milik Daerah 1 112.306.600,00 Penyusunan Barang Milik Daerah 1 112.306.600,00
Laporan Barang yang Disusun Lapora Laporan Barang yang Disusun Lapora
Milik Daerah n Milik Daerah n
Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Sub Kegiatan Jumlah Orang yang
Pembinaan Mengiukuti 237.495.000,00 Pembinaan Mengiukuti 237.495.000,00
Pengelolaan Barang Pembinaan Pengelolaan Barang Pembinaan
Milik Daerah Pengelolaan Barang 50 Milik Daerah Pengelolaan Barang 50
Pemerintah Milik Daerah Orang Pemerintah Milik Daerah Orang
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah
Kab/kota Kab/kota

==
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Tahun 2026 BPKAD Provinsi Lampung
digunakan untuk melihat tantangan dan peluang Perangkat
Daerah khususnya jika ditinjau dari tema Rencana Kerja
Pemerintah dan arah kebijakan Nasional tahun 2026 serta
tujuan, sasaran dan strategi Kementrian Keuangan dalam
Renstra 2025-2029, diharapkan dapat memberi efek positif
bagi peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan Nasional

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing
dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan
infrastruktur yang merata dan berkualitas

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya ala dan
lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya
dukng dan daya tampung

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan

kolaboratif

Tujuan Kementerian Keuangan:
1. Menerapkan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan
responsif

2. Mencapai pendapatan negara yang tinggi
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3. Memastikan belanja negara yang efektif, efesien dan

produktif

N oo o A

Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif
Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital
Mengembangkan SDM yang adaptif dan akuntabel

Mengembangkan teknologi informasi keuangan yang

modern

0

Tata kelola dan sumber daya yang optimal

9. Penguatan funsi decision support ang special mission

Sasaran Strategis 1

a.

b.

Organisasi dan sumber daya manusia yang optimal

Pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang

kredibel dan akuntabel

Sistem informasi yang andal terintegerasi dan

komunikasi publik yang efektif
Legislasi dan advokasi yang optimal

Tata kelola dan sumber daya Sekretariat Jenderal

yang optimal

Sasaran Strategis 2

a.

Dukungan pengambilan kebijakan (decission support)
yang optimal

Pelaksanaan tugas khusus (special mission) yang

optimal

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam

mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu

pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan

dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi

dan berdasarkan kondisi eksternal dan internal.
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Dalam dokumen RPJMD telah dirumuskan Isu-isu

strategis yang dihadapi oleh Provinsi Lampung yang

digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah melalui perwujudan visi misinya.

BPKAD Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat
Daerah yang memiliki peran strategis dalam upaya
mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perlu untuk
merumuskan tujuan dan sasaran organisasi agar
pelaksanaan pembangunan dapat selaras dengan tujuan

pembangunan pemerintah. Dibawah ini adalah tabel yang

menggambarkan hal tersebut :

Tabel 3.1

Misi Pembangunan ke-3, Sasaran, Indikator Provinsi Lampung dan

Tujuan, Indikator dan Sasaran BPKAD Provinsi Lampung

Misi ke-3 Sasaran Indikator Tujuan Indikator Tujuan Sasaran
Pembangunan BPKAD BPKAD BPKAD
Meningkatakan | Mewujudkan Indeks Meningkatnya | Presentase Terwujudnya
Kehidupan Birokrasi Reformasi | kinerja keputusan Gubernur | Kepatuhan
Masyarakat berintegritas Birokrasi | pengelolaan tentang hasil | Terhadap
Beradab, keuangan evaluasi Raperda | Kebijakan
Berkeadilan, dan aset | APBD, P-APBD dan | Pengelolaan
dan daerah pertanggungjawaban | Keuangan
Berkelanjutan Pelaksanaan APBD | dan Aset
Serta Tata Kabupaten/Kota Daerah
Kelola
Pemerintahan
Yang  Efekitif
dan
Berintegritas.
Presentase
Pelaporan BMD
yang sesuai dengan
ketentuan yang
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berlaku

Presentase Tata
Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah
yang sesuai dengan

kaidah perundangan

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perncanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis
juga diartikan sebgai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan
yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan
peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteistik suatu isu
strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,
mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat, bersifat
kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di
masa yang akan datang.

Diperlukannya analisis dalam perumusan isu strategis
dari berbagai informasi penting dan fakta yang ada dengan
tetap memperhatikan telaahan terhadap visi, misi dan
program Kepala Daerah. Selanjutnya perlu untuk dilakukan
pengelompokan apakah isu permasalahan tersebut berasal
dari permasalahan internal ataukah eksternal. Hal ini
dilakukan untuk mempermudah pemetaan isu permasalahan
untuk menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
dengan harapan dapat dirumuskan arah kebijakan untuk
menciptakan kualitas penyekenggaraan pembangunan
menuju good governance yang akan meningkatkan kualitas

pembangunan daerah.
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Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi
Lampung untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman yang ada maka dirumuskan langkah-langkah
operasional yang lebih terarah dalam bentuk penetapan

tujuan dan sasaran antara lain:

3.2.1 Tujuan
Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran

atau implementasi dari pernyataan visi misi Pemerintah

Daerah.
Tabel 3.2
Perumusan Tujuan Tahun 2026
No Tujuan Indikator Tujuan Target
1 Mewujudkan Transparansi | Transparansi 100%
Birokrasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
3.2.2. Sasaran
Sasaran adalah rumusan kondisi yang

menggambarkan  tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
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Tabel 3.3
Perumusan Sasaran Tahun 2026

No Sasaran Indikator Sasaran Target
1 | Meningkatnya  Kualitas 1. Presentase keputusan Gubernur 100%
tentang hasil evaluasi Raperda APBD,
Pengelolaan  Keuangan
dan  Aset Daerah PAPBD dan Pertanggungjawaban
- Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Provinsi Lampung
2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai 50%
dengan ketentuan yang berlaku
3. Presentase tata Kelola Keuangan 100%

Pemerintah Daerah yang sesuai dengan

kaidah perundangan

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
BPKAD Provinsi Lampung melaksanakan 3 program, 15 kegiatan
dan 79 sub kegiatan pada tahun anggaran 2026 dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.1.703.949.000.000,00,- terbilang (satu triliun
tujuh ratus tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta

rupiah).

Tabel 3.4
Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja T.A 2026 dan
Rancangan awal RKPD Provinsi Lampung

No. Program Kegiatan Indikator Ranwal Renja
RKPD 2026
1. | PENUNJANG Perencanaan, Presentase N N
URUSAN Penganggaran, dokumen
PEMERINTAHAN dan Evaluasi perencanaan,
DAERAH Kinerja Perangkat | evaluasi
Daerah keuangan dan
aset
Administrasi Presentae N N
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No. Program Kegiatan Indikator Ranwal Renja
RKPD 2026
Keuangan administrasi
Perangkat Daerah | keuangan PD
Administrasi Presentase N N
Barang Milik Pemeliharaan
Daerah pada BMD
Perangkat Daerah
Administrasi Presentase N N
Kepegawaian pelayanan
Perangkat Daerah | administrasi
kepegawaian
yang
dilaksanakan
Administrasi Umum | Presentase N N
Perangkat Daerah | pelayanan
administrasi
kepegawaian
yang
dilaksanakan
Pengadaan Barang | Presentase N N
Milik Daerah pengadaan
Penunjang Urusan | BMD
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa | Presentase N N
Penunjang Urusan | penyediaan
Pemerintahan jasa penunjang
Daerah urusan
pemerintah
Pemeliharaan Presentase N N
Barang Milik pemeliharaan
Daerah Penunjang | BMD
Urusan
Pemerintahan
Daerah
2. | PENGELOLAAN Koordinasi dan Presentase N N
KEUANGAN Penyusunan Perda dan
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No. Program Kegiatan Indikator Ranwal Renja
RKPD 2026
DAERAH Rencana Anggaran | Pergub APBD
Daerah Murni dan
Perubahan
tepat waktu
Pembinaan Presentase N N
Pengelolaan Ksb/Kota yang
Keuangan Daerah | menetapkan
Kabupaten/ Kota APBD tepat
waktu
Koordinasi dan Presentase N N
Pengelolaan realisasi belanja
Perbendaharaan sesuai dengan
Daerah aturan dan
persyaratan
yang berlaku
Koordinasi dan Presentase N N
Pelaksanaan Perda Laporan
Akuntansi dan Keuangan
Pelaporan Pemda tepat
Keuangan Daerah | waktu
Penunjang Urusan | Presentase N N
Kewenangan kewenangan
Pengelolaan pengelolaan
Keuangan Daerah | keaungan
daerah
Pengelolaan Data | Presentase N N
dan Implementasi sistem
Sistem Informasi informasi
Pemerintah keuangan yang
Daerah Lingkup akuntabel dan
Keuangan Daerah | terintegerasi
3. | PENGELOLAAN Pengelolaan Presentase PD N N
BARANG MILIK Barang Milik yang mengelola
DAERAH Daerah aset
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan PD merupakan dokumen
perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub
kegiatan. Program didefinsikan sebagai instrumen kebijakan yang
dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan
dengan menggunakan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran
dan tujuan.

Sesuai tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung, maka
Rencana Program dari Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan
dilakukan pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan
dalam jangka waktu tertentu. Pada BPKAD Provinsi Lampung
capaian sasaran dan tujuan organisasi harus searah dan
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah dengan
menetapkan program yang dapat memanfaatkan sumber daya
yang ada, maka rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang
akan dilakukan pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut

(Matriks terlampir) :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

e. Koordinasi  dan Penyusunan  Laporan  Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan :

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan :

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a.
b.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
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Kegiatan :

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

e. Penyediaan Bahan/Material

f.  Fasilitasi Kunjungan Tamu

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan :

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan :

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
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B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA
SKPD

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-
SKPD

g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

j.  Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Kegiatan :

2.

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBDKabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
Kabupaten/Kota

Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
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Kegiatan :

3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

d. Penatausahaan Pembiayaan

e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

h. Rekonsialisasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi
Terkait

Kegiatan :

4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah

Sub kegiatan :

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
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e. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Provinsi
f. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
Kegiatan :

5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
b. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
c. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
d. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
e. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
Kegiatan :

6. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

a.
b.

Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
Implementasi dan  Pemeliharaan  Sistem  Informasi
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Provinsi Lampung

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan :

1.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

S@ "o o0 oy

Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Peyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengadaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah
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Optimalisasi  Penggunaan, Pemanfaatan, @ Pemindah
tanganan

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
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Tabel 4.1 Matriks Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Prakiraan Maju 2027

Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Dokumen
Penganggara Perencanaan Penganggara Perencanaan
n, dan dan evaluasi n, dan dan evaluasi
020 Evaluasi kinerja 493.006.998,00 Evaluasi kinerja SAZELIE
1.01 C S 97,80
Kinerja perangkat Kinerja perangkat
Perangkat daerah tepat Perangkat daerah tepat
Daerah waktu Daerah waktu
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyusunan Dokumen 5 Penyusunan Dokumen 5
05.02.0 Dokumen Perencanaan Dok Dokumen Perencanaan Dok 164.355.1
Perencanaan Perangkat ume | 149.413.798,00 | Perencanaan Perangkat ume
1.01.01 77,80
Perangkat Daerah n Perangkat Daerah n
Daerah Daerah
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi dan Dokumen RKA Koordinasi dan Dokumen RKA
Penyusunan SKPD dan 1 Penyusunan SKPD dan 1
Dokumen Laporan Hasil Dok Dokumen Laporan Hasil Dok
05.02.0 | pkA-SKPD Koordinas ume | 48.400.000,00 | RKA-SKPD Koordinas ume | °3.240.00
1.01.02 0,00
Penyusunan n Penyusunan n
Dokumen RKA Dokumen RKA
SKPD SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi dan Dokumen Koordinasi dan Dokumen
Penyusunan Perubahan Penyusunan Perubahan
Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen RKA SKPD 1
Perubahan dan Laporan Dok Perubahan dan Laporan Dok
05.02.0 | RKA-SKPD Hasil RKA-SKPD Hasil 53.240.00
1.01.03 Koordinasi ume 48.400.000,00 Koordinasi ume 0,00
Penyusunan n Penyusunan :
Dokumen Dokumen
Perubahan Perubahan
RKA SKPD RKA SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi dan Dokumen DPA Koordinasi dan Dokumen DPA
Penyusunan SKPD dan 1 Penyusunan SKPD dan 1
DPA-SKPD Laporan Hasil Dok DPA-SKPD Laporan Hasil Dok
05.02.0 Koch)rdinasi ume 29.596.600,00 Ko%rdinasi ume 32.556.26
1.01.04 0,00
Penyusunan n Penyusunan n
Dokumen Dokumen
DPA-SKPD DPA-SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi dan Dokumen Koordinasi dan Dokumen
Penyusunan Perubahan Penyusunan Perubahan
Perubahan DPA SKPD 1 Perubahan DPA SKPD 1
DPA-SKPD dan Laporan Dok DPA-SKPD dan Laporan Dok
05.02.0 Hasil Hasil 32.556.26
1.01.05 Koordinasi ume 29.596.600,00 Koordinasi ume 0,00
Penyusunan n Penyusunan N
Dokumen Dokumen
Perubahan Perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi dan Laporan Koordinasi dan Laporan
Penyusunan Capaian Penyusunan Capaian
Laporan Kinerja dan Laporan Kinerja dan
Capaian Ikhtisar Capaian Ikhtisar
Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Realisasi
Ikhtisar Kinerja SKPD Ikhtisar Kinerja SKPD
Realisasi dan lapdoran 1 Realisasi dan lapdoran 1
05.02.0 | Kinerja SKPD hasil Lap 60.600.000.00 Kinerja SKPD hasil Lap | 66.660.00
1.01.06 koordinasi oran e koordinasi oran 0,00
pendyusunan pendyusunan
laporan laporan
capaian capaian
kinerja dan kinerja dan
ikhtisar ikhtisar
realisasi realisasi
kinerja SKPD kinerja SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Evaluasi Laporan dan 8 Evaluasi Laporan dan 8
05.02.0 | Kinerja Evaluasi lapo 127.000.000 00 Kinerja Evaluasi lapo | 139.700.0
1.01.07 | Perangkat Kinerja PD ran e Perangkat Kinerja PD ran 00,00
Daerah Daerah
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Administrasi Layanan Administrasi Layanan
Keuangan Administrasi Keuangan Administrasi
05.02.0 | Perangkat Keuangan 149.453.375.139 | Perangkat Keuangan 164.398.7
1.02 Daerah Perangkat ,54 Daerah Perangkat 12.653,49
Daerah yang Daerah yang
tepat waktu tepat waktu
Sub Kegiatan Jumlah 139 Sub Kegiatan Jumlah 139
Penyediaan Orang/Bulan Ora Penyediaan Orang/Bulan Ora
05.02,0 | G&idan yang | N9 | 437 118,575,139, | @I dan yang | 91} 150 830.4
1.02.01 Tunjangan Menerlm_a Gaji 4 54 Tunjangan Menerlma Gaji 4 32 653.49
ASN dan Tunjangan | Bula ASN dan Tunjangan | Bula '
ASN n ASN n
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Dokumen
Penatausahaa Penatausahaa 12 Penatausahaa Penatausahaa 12
n n dan Dok n n dan Dok
9 2502202 Pengujian/Veri Pengujian/Veri | ume 12.010.000.000,0 Pengujian/Veri Pengujian/Veri | ume 13.211.00
.02. Y Y 0l ¢ ° I 0.000,00
fikasi fikasi n fikasi fikasi n
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
SKPD SKPD SKPD SKPD
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Akhir Tahun Akhir Tahun
SKPD dan 5 SKPD dan >
1 Sub Kegiatan Laporan Hasil Sub Kegiatan Laporan Hasil
0 05.02.0 Koordin%si dan Ko%rdinasi Lap 32.800.000,00 Koordin%si dan KoFc)erinasi Lap | 36.080.00
1.02.05 oran oran 0,00
Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan Laporan Laporan
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
Akhir Tahun Akhir Tahun Akhir Tahun Akhir Tahun
SKPD SKPD SKPD SKPD
Jumlah Jumlah
Dokumen Dokumen
Sub Kegiatan Bahan 3 Sub Kegiatan Bahan 3
1 05.02.0 Pengelolaan Tanggapan Dok Pengelolaan Tanggapan Dok 266.200.0
1 1 62 66 dan Penyiapan Pemeriksaan ume | 242.000.000,00 dan Penyiapan Pemeriksaan ume 06 OO'
o Bahan dan Tindak n Bahan dan Tindak n '
Tanggapan Lanjut Tanggapan Lanjut
Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan Pemeriksaan
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi dan Laporan Koordinasi dan Laporan
Penyusunan Keuangan Penyusunan Keuangan
Laporan Bulanan/Triwul Laporan Bulanan/Triwul
1 Keuangan an/Semestera 16 Keuangan an/Semestera 16 55 000.00
2 05.02.0 Bulanan/Triwul n SKPD dan Lap 50.000.000,00 Bulanan/Triwul n SKPD dan Lap : '
1.02.07 oran oran 0,00
an/Semestera Laporan an/Semestera Laporan
n SKPD Koordinasi n SKPD Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
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Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwul Bulanan/Triwul
an/Semestera an/Semestera
n n
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Administrasi penyusunan Administrasi penyusunan
Barang Milik Laporan Barang Milik Laporan
25632'0 Daerah pada Barang Milik 50.000.000,00 Daerah pada Barang Milik 55'8%%'00
' Perangkat Daerah tepat Perangkat Daerah tepat '
Daerah waktu Daerah waktu
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Rekonsiliasi Laporan Rekonsiliasi Laporan
dan Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi
Penyusunan dan 1 Penyusunan dan 1
05.02.0 | Laporan Penyusunan Lap 25 000.000.00 Laporan Penyusunan Lap | 27.500.00
1.03.05 | Barang Milik Laporan oran B Barang Milik Laporan oran 0,00
Daerah pada Barang Milik Daerah pada Barang Milik
SKPD Daerah pada SKPD Daerah pada
SKPD SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penatausahaa Laporan 1 Penatausahaa Laporan 1
n Barang Milik Penatausahaa n Barang Milik Penatausahaa
gsogzog Daerah pada n Barang Milik CI)‘;% 25.000.000,00 Daerah pada n Barang Milik (Ij‘raa?] 27'05 %%‘OO
T SKPD Daerah pada SKPD Daerah pada '
SKPD SKPD
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Administrasi pelayanan Administrasi pelayanan
Kepegawaian administrasi Kepegawaian administrasi
E202(0 Perangkat kepegawaian 188.600.000,00 Perangkat kepegawaian AVASTY
1.05 00,00
Daerah yang tepat Daerah yang tepat
waktu waktu
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Sub Kegiatan

Jumlah Paket

Sub Kegiatan

Jumlah Paket

Pengadaan Pakaian Dinas 1 Pengadaan Pakaian Dinas 1
1 Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas Beserta
5 2502202 Beserta Atribut Atribut Peatk 123.000.000,00 | Beserta Atribut Atribut Pea}[k 133(')388 0
e Kelengkapann Kelengkapan Kelengkapann Kelengkapan '
ya ya
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Pendidikan Pegawai Pendidikan Pegawai
dan Pelatihan Berdasarkan dan Pelatihan Berdasarkan
1 05.02.0 Pegawai Tugas dan 50 Pegawai Tugas dan SO 36.080.00
6 1 0'5 0'9 Berdasarkan Fungsi yang ra 32.800.000,00 Berdasarkan Fungsi yang ra P
.05. 7 ng 7 ng 0,00
Tugas dan mengikuti Tugas dan mengikuti
Fungsi Pendidikan Fungsi Pendidikan
dan Pelatihan dan Pelatihan
Sub Kegiatan Jumlah Orang Sub Kegiatan Jumlah Orang
Sosialisasi yang mengikuti 500 Sosialisasi yang mengikuti 500
1 05.02.0 Peraturan Sosialisasi Ora Peraturan Sosialisasi Ora | 36.080.00
7 1.05.10 Perundang- Peraturan ng 32.800.000,00 Perundang- Peraturan ng 0.00
T Undangan Perundang- Undangan Perundang- '
undangan undangan
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Administrasi pelayanan Administrasi pelayanan
5 | 05.02.0 | Umum administrasi 1.571.955.300,0 | Umum administrasi 1.729.150.
1.06 Perangkat Umum yang 0 Perangkat Umum yang 830,00
Daerah tepat waktu Daerah tepat waktu
Sub Kegiatan Jumlah Paket Sub Kegiatan Jumlah Paket
1 Penyediaan Peralatan dan 3 Penyediaan Peralatan dan 3
8 05.02.0 | Peralatan dan Perlengkapan Pak 191.160.000 00 Peralatan dan Perlengkapan Pak | 210.276.0
1.06.02 | Perlengkapan Kantor yang et B Perlengkapan Kantor yang et 00,00
Kantor disediakan Kantor disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Paket Sub Kegiatan Jumlah Paket
1 Penyediaan Peralatan 3 Penyediaan Peralatan 3
9 05.02.0 | Peralatan Rumah Pak 32.800.000.00 Peralatan Rumah Pak | 36.080.00
1.06.03 | Rumah Tangga yang et e Rumah Tangga yang et 0,00
Tangga disediakan Tangga disediakan
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Sub Kegiatan

Jumlah Paket

Sub Kegiatan

Jumlah Paket

Penyediaan Barang Cetak 5 Penyediaan Barang Cetak >
2 Barang dan Barang dan
0 2502202 Cetakan dan Penggandaan Peatk 32.800.000,00 Cetakan dan Penggandaan Pea}[k 36'8%%00
T Penggandaan yang Penggandaan yang '
disediakan disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyediaan Dokumen Penyediaan Dokumen
Bahan Bahan Bacaan 2 Bahan Bahan Bacaan 2
2 Bacaan dan Peraturan Dok Bacaan dan Peraturan Dok
1 (1)502202 Peraturan Perundang- ume | 32.800.000,00 Peraturan Perundang- ume 36'8%%00
T Perundang- undangan n Perundang- undangan n '
undangan yang undangan yang
Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Paket 3 Sub Kegiatan Jumlah Paket 3
2 Penyediaan bahan/material Penyediaan bahan/material
2 (1)502203 Bahan/Material yang Pak 99.222.800,00 Bahan/Material yang Pak | 109.145.0
.06. o2 et 9 et 80,00
disediakan disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
5 Fasilitasi Laporan 12 Fasilitasi Laporan 12
3 05.02.0 | Kunjungan Fasilitasi Lap 277 602.500 00 Kunjungan Fasilitasi Lap | 305.362.7
1.06.08 | Tamu Kunjungan oran Ee Tamu Kunjungan oran 50,00
Tamu Tamu
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyelenggara Laporan Penyelenggara Laporan
2 an Rapat Penyelenggara | 12 an Rapat Penyelenggara | 12
4 05.02.0 | Koordinasi an Rapat Lap 905.570.000.00 Koordinasi an Rapat Lap | 996.127.0
1.06.09 | dan Konsultasi Koordinasi dan | oran o dan Konsultasi Koordinasi dan | oran 00,00
SKPD Konsultasi SKPD Konsultasi
SKPD SKPD
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan
Barang Milik Barang Milik Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah tepat Daerah Daerah tepat
B | Gl Penunjang waktu 219.547.100,00 Penunjang waktu 2550
1.07 10,00
Urusan Urusan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
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Sub Kegiatan Jumlah Unit Sub Kegiatan Jumlah Unit
Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Sarana dan Prasana Sarana dan Prasana
Prasarana Gedung 8 Prasarana Gedung 8
2502218 Gedung Kantor atau Unit | 133.802.700,00 Gedung Kantor atau Unit 1477(')155 -9
T Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan '
Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya yang
Lainnya Disediakan Lainnya Disediakan
Sub Kegiatan Jumlah Unit Sub Kegiatan Jumlah Unit
Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Sarana dan Prasana Sarana dan Prasana
Prasarana Pendukung 20 Prasarana Pendukung 20
05.02.0 | Pendukung Gedung Unit | 85.744.400 00 Pendukung Gedung Unit 94.318.84
1.07.11 | Gedung Kantor atau B Gedung Kantor atau 0,00
Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya yang
Lainnya Disediakan Lainnya Disediakan
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Penyediaan pelayanan Penyediaan pelayanan
Jasa Jasa Jasa Jasa
05.02.0 | Penunjang Penunjang Penunjang Penunjang 141.680.0
1.08 Urusan Urusan EHELEL LYY Urusan Urusan 00,00
Pemerintahan Pemerintah Pemerintahan Pemerintah
Daerah tepat waktu Daerah tepat waktu
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyediaan Laporan Penyediaan Laporan
Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan
05.02.0 Pelayanan Jasa L12 Pelayanan Jasa le 141 680.0
1 0'8 O 4 Umum Kantor Pelayanan or?a\% 128.800.000,00 Umum Kantor Pelayanan oraa% 06 OO.
T ( Honor PTHL, Umum Kantor ( Honor PTHL, Umum Kantor '
PPTK DLL) yang PPTK DLL) yang
Disediakan Disediakan




Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan
Barang Milik Barang Milik Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah tepat Daerah Daerah tepat
25682'0 Penunjang waktu 844.400.800,00 | Penunjang waktu 9236838 =
' Urusan Urusan !
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyediaan Kendaraan Penyediaan Kendaraan
Jasa Perorangan Jasa Perorangan
Pemeliharaan, Dinas atau Pemeliharaan, Dinas atau
Biaya Kendaraan Biaya Kendaraan
Pemeliharaan Dinas Jabatan 18 Pemeliharaan Dinas Jabatan 18
2508202 dan Pajak yang Unit | 483.280.600,00 dan Pajak yang Unit 53;6683 -6
T Kendaraan Dipelihara dan Kendaraan Dipelihara dan !
Perorangan Dibayarkan Perorangan Dibayarkan
Dinas atau Pajaknya Dinas atau Pajaknya
Kendaraan Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Jumlah Sarana Sub Kegiatan Jumlah Sarana
Pemeliharaan/ dan Prasarana Pemeliharaan/ dan Prasarana
Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Gedung
Sarana dan Kantor atau 55 Sarana dan Kantor atau 55
05.02.0 | Prasarana Bangunan Unit | 361.120.200.00 Prasarana Bangunan Unit 397.232.2
1.09.10 | Gedung Lainnya yang e Gedung Lainnya yang 20,00
Kantor atau Dipelihara/Dire Kantor atau Dipelihara/Dire
Bangunan habilitasi Bangunan habilitasi
Lainnya Lainnya
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Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Koordinasi Perda dan Koordinasi Perda dan
dan Pergub APBD dan Pergub APBD
9 | 05.02.0 | Penyusunan Murni dan 3.416.839.480,0 | Penyusunan Murni dan 3.758.523.
2.01 Rencana Perubahan 0 Rencana Perubahan 428,00
Anggaran Tepat Waktu Anggaran Tepat Waktu
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah 5 Sub Kegiatan Jumlah 5
3 koordinasi dan Dokumen KUA Dok koordinasi dan Dokumen KUA Dok
0 05.02.0 | Penyusunan dan PPAS ume | 201.744.300.00 Penyusunan dan PPAS ume 221.918.7
2.01.01 | KUA dan yang Disusun n o KUA dan yang Disusun n 30,00
PPAS PPAS
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi dan Dokumen Koordinasi dan Dokumen
2 2
3 Penyusunan Perubahan Dok Penyusunan Perubahan Dok
1 05.02.0 | Perubahan KUA dan ume | 201.799.000.00 Perubahan KUA dan ume 221.978.9
2.01.02 | KUA dan Perubahan T KUA dan Perubahan 00,00
Perubahan PPAS yang n Perubahan PPAS yang :
PPAS Disusun PPAS Disusun
Sub Kegiatan Jumlah RKA 48 Sub Kegiatan Jumlah RKA 48
3 koordinasi, SKPD yang Dok koordinasi, SKPD yang Dok
> 05.02.0 | Penyusunan Diverifikasi ume | 189 528.200.00 Penyusunan Diverifikasi ume 208.481.0
2.01.03 | dan Verifikasi n e dan Verifikasi n 20,00
RKA SKPD RKA SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi, Perubahan 48 Koordinasi, Perubahan 48
3 Penyusunan RKA SKPD Dok Penyusunan RKA SKPD Dok
3 05.02.0 | dan yang ume | 189 528.900.00 dan yang ume 208.481.0
2.01.04 | Verifikasi Diverifikasi e Verifikasi Diverifikasi 20,00
n n
Perubahan Perubahan
RKA — SKPD RKA — SKPD
Sub Kegiatan Jumlah DPA- 48 Sub Kegiatan Jumlah DPA- 48
3 koordinasi, SKPD yang Dok koordinasi, SKPD yang Dok
4 05.02.0 | Penyusunan Diverifikasi ume | 111.558.990.00 Penyusunan Diverifikasi ume 122.714.8
2.01.05 | dan Verifikasi n o dan Verifikasi n 89,00
DPA SKPD DPA SKPD
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi, Perubahan 48 Koordinasi, Perubahan 48
3 Penyusunan DPA-SKPD Dok Penyusunan DPA-SKPD Dok
5 05.02.0 | dan yang ume | 111.558.990.00 dan yang ume 122.714.8
2.01.06 | Verifikasi Diverifikasi T Verifikasi Diverifikasi 89,00
n n
Perubahan Perubahan
DPA — SKPD DPA —SKPD
Sub Kegitan Jumlah Sub Kegitan Jumlah
Koordinasi Peraturan Koordinasi Peraturan
dan Daerah dan Daerah
Penyusunan tentang APBD Penyusunan tentang APBD
Peraturan dan Peraturan Peraturan dan Peraturan
Daerah Kepala Daerah 1 Daerah Kepala Daerah 1
3 tentang tentang Dok tentang tentang Dok
6 250(1)203 APBD dan Penjabaran ume | 1.063.951.800,00 | APBD dan Penjabaran ume 13;8836
T Peraturan APBD n Peraturan APBD n ’
Kepala Kepala
Daerah Daerah
tentang tentang
Penjabaran Penjabaran
APBD APBD
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi dan Peraturan Koordinasi dan Peraturan
Penyusunan Daerah Penyusunan Daerah
Peraturan tentang Peraturan tentang
Daerah Perubahan Daerah Perubahan
tentang APBD dan 1 tentang APBD dan 1
3 05.02.0 Perubahan Peraturan Dok Perubahan Peraturan Dok 1.170.346
7 . APBD dan Kepala Daerah | ume | 1.063.951.800,00 | APBD dan Kepala Daerah | ume on A
2.01.08 980,00
Peraturan tentang n Peraturan tentang n
Kepala Daerah Penjabaran Kepala Daerah Penjabaran
tentang Perubahan tentang Perubahan
Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Perubahan Perubahan
APBD APBD
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah

Koordinasi dan Dokumen 5 Koordinasi dan Dokumen >

Penyusunan Regulasi serta Dok Penyusunan Regulasi serta Dok
05.02.0 | Regulasi serta Kebijakan ume | 182.218.200.00 Regulasi serta Kebijakan ume 200.440.0
2.01.09 | Kebijakan Bidang n e Kebijakan Bidang n 20,00

Bidang Anggaran Bidang Anggaran

Anggaran Anggaran

Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah

Koordinasi Dokumen 6 Koordinasi Dokumen 6

Perencanaan Hasil Dok Perencanaan Hasil Dok
05.02.0 | Anggaran Koordinasi ume | 101.000.000.00 Anggaran Koordinasi ume 111.100.0
2.01.12 | Pembiayaan Perencanaan n e Pembiayaan Perencanaan n 00,00

Anggaran Anggaran
Pembiayaan Pembiayaan

Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase

Pembinaan Kab/ Kota Pembinaan Kab/ Kota

Pengelolaan yang Pengelolaan yang
05.02.0 | Keuangan menetapkan 1.328.155.200,0 | Keuangan menetapkan 1.460.970.
2.02 daerah APBD tepat 0 daerah APBD tepat 720,00

Kabupaten/K waktu Kabupaten/K waktu

ota ota

Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah

Evaluasi Laporan Evaluasi Laporan

Rancangan Evaluasi Rancangan Evaluasi

Peraturan Rancangan Peraturan Rancangan

Daerah Peraturan Daerah Peraturan

tentang APBD Daerah tentang APBD Daerah

Kabupaten/kot tentang APBD 1 Kabupaten/kot tentang APBD 1
05.02.0 | adan Kab/kota dan Lap 380.873.200 00 a dan Kab/kota dan Lap | 418.960.5
2.02.02 | Rancangan Rancangan oran T Rancangan Rancangan oran 20,00

Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan

Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah

tentang tentang tentang tentang

Penjabaran Penjabaran Penjabaran Penjabaran

APBD APBD APBD APBD

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Evaluasi Laporan Evaluasi Laporan
Rancangan Evaluasi Rancangan Evaluasi
Peraturan Rancangan Peraturan Rancangan
Daerah Peraturan Daerah Peraturan
tentang Daerah tentang Daerah
Perubahan tentang Perubahan tentang
APBD Perubahan 1 APBD Perubahan 1
4 Kabupaten/kot APBD Kabupaten/kot APBD
1 05.02.0 a dan Kab/kota dan Lap 373.884.200,00 adan Kab/kota dan Lap | 411.272.6
2.02.03 oran oran 20,00
Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan
Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan
Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah
tentang tentang tentang tentang
Penjabaran Penjabaran Penjabaran Penjabaran
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
APBD APBD APBD APBD
Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Evaluasi Laporan Evaluasi Laporan
Rancangan Evaluasi Rancangan Evaluasi
Peraturan Rancangan Peraturan Rancangan
Daerah Peraturan Daerah Peraturan
tentang Daerah tentang Daerah
Pertanggungja tentang Pertanggungja tentang
waban Pertanggungja waban Pertanggungja
Pelaksanaan waban 1 Pelaksanaan waban 1
4 APBD Pelaksanaan APBD Pelaksanaan
2 2502202 Kabupaten/kot APBD cl)_r?a% 254.741.900,00 Kabupaten/kot APBD (Ij‘raa?] 2886253 0
o a dan Kab/kota dan a dan Kab/kota dan '
Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan
Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan
Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah
tentang tentang tentang tentang
Penjabaran Penjabaran Penjabaran Penjabaran

Pertanggungja
waban
Pelaksanaan

Pertanggungja
waban
Pelaksanaan

Pertanggungja
waban
Pelaksanaan

Pertanggungja
waban
Pelaksanaan
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APBD APBD APBD APBD
Kabupaten/Kot Kab/Kota Kabupaten/Kot Kab/Kota
a a
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Asistensi Dokumenyang | 15 Asistensi Dokumenyang | 15
4 05.02.0 Pengeloaan Mendapatkan Dok Pengeloaan Mendapatkan Dok 200.312.7
3 > 62 65 Keuangan Layanan ume | 182.102.500,00 Keuangan Layanan ume 5(') OO.
T Kabupaten/Kot Asistensi n Kabupaten/Kot Asistensi n '
a a
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Sosialisasi Laporan Hasil Sosialisasi Laporan Hasil
4 Regulasi Sosialisasi 1 Regulasi Sosialisasi 1
4 05.02.0 | Bidang Regulasi Lap 136.553.400 00 Bidang Regulasi Lap | 150.208.7
2.02.06 | Keuangan Bidang oran e Keuangan Bidang oran 40,00
Daerah Keuangan Daerah Keuangan
Daerah Daerah
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Koordinasi Realisasi Koordinasi Realisasi
dan Belanja dan Belanja
1 Pengelolaan sesuai Pengelolaan sesuai
1 25622'0 Perbendahara dengan 1.688.489.100,0 | o pondahara dengan LS,
. 0 010,00
an Daerah aturan dan an Daerah aturan dan
persyaratan persyaratan

yang berlaku

yang berlaku
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Sub Kegiatan Jumlah 12.0 Sub Kegiatan Jumlah 12.0
Koordinasi dan Dokumen 0(') Koordinasi dan Dokumen 0(')
Pengelolaan Hasil Pengelolaan Hasil
05.02.0 Kas Daerah Koordinasi dan Dok 545.600.000,00 Kas Daerah Koordinasi dan Dok | 600.160.0
2.03.01 ume ume 00,00
Pengelolaan n Pengelolaan n
Kas Daerah Kas Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Pengelolaan Laporan Hasil Pengelolaan Laporan Hasil
Sisa Lebih Pengelolaan 1 Sisa Lebih Pengelolaan 1
Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Sisa Lebih
8503208 Anggaran Perhitungan Lap 60.500.000,00 Anggaran Perhitungan Lap | 66.550.00
.03. oran oran 0,00
Tahun Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya Tahun Sebelumnya Tahun
Sebelumnya Sebelumnya
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyiapan, Dokumen Penyiapan, Dokumen
Pelaksanaan Hasil 48 Pelaksanaan Hasil 48
Pengendalian Pengendalian Dok Pengendalian Pengendalian Dok
(2)502202 dan _ dan _ ume | 246.066.100,00 dan _ dan . ume 27&')6(;5 7
o Penerbitan Penerbitan n Penerbitan Penerbitan n '
Anggaran Kas Anggaran kas Anggaran Kas Anggaran kas
dan SPD dan SPD dan SPD dan SPD
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penatausahaa Dokumen 10 Penatausahaa Dokumen 10
05.02.0 | n Pembiayaan Hasil Dok n Pembiayaan Hasil Dok 116.832.4
2.03.04 | Daerah Penatausahaa | ume | 106.211.300,00 Daerah Penatausahaa | ume 36 OO'
n Pembiayaan n n Pembiayaan n '

Daerah

Daerah
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi Dokumen Koordinasi Dokumen
Fasilitasi Hasil Fasilitasi Hasil
Asistensi, Koordinasi Asistensi, Koordinasi
Sinkronisasi, Fasilitasi Sinkronisasi, Fasilitasi
Supervisi, Asistensi, Supervisi, Asistensi,
Monitoring dan Sinkronisasi, 2 Monitoring dan Sinkronisasi, 2
Evaluasi Supervisi, Dok Evaluasi Supervisi, Dok
gsogzog Pengelolaan Monitoring dan | ume | 229.900.000,00 Pengelolaan Monitoring dan | ume 255(')838'0
e Dana Evaluasi n Dana Evaluasi n '
Perimbangan Pengelolaan Perimbangan Pengelolaan
dan Dana Dana dan Dana Dana
Transfer Perimbangan Transfer Perimbangan
Lainnya dan Dana Lainnya dan Dana
Transfer Transfer
Lainnya Lainnya
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi, Dokumen Koordinasi, Dokumen
Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan Hasil
Kerjasama dan Koordinasi, Kerjasama dan Koordinasi,
Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan Pelaksanaan
Transaksi Non Kerjasama dan 1 Transaksi Non Kerjasama dan 1
Tunai dengan Pemantauan Dok Tunai dengan Pemantauan Dok
05.02.0 | Lembaga Transaksi Non ume | 121.000.000.00 Lembaga Transaksi Non ume 133.100.0
2.03.06 | Keuangan Tunai dengan n e Keuangan Tunai dengan n 00,00
Bank dan Lembaga Bank dan Lembaga
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan
Keuangan Bank dan Keuangan Bank dan
Bukan Bank Lembaga Bukan Bank Lembaga
Keuangan Keuangan
Bukan Bank Bukan Bank
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi Laporan Koordinasi Laporan
Penyusunan Realisasi Penyusunan Realisasi
Laporan Penerimaan Laporan Penerimaan
Realisasi dan Realisasi dan
Penerimaan Pengeluaran Penerimaan Pengeluaran
dan Kas Daerah, dan Kas Daerah,
Pengeluaran Laporan Aliran Pengeluaran Laporan Aliran
Kas Daerah Kas dan Kas Daerah Kas dan
Laporan Aliran Pelaksanaan Laporan Aliran Pelaksanaan
Kas dan Pemungutan/P Kas dan Pemungutan/P
Pelaksanaan emotongan Pelaksanaan emotongan
Pemungutan/P dan Pemungutan/P dan
emotongan Penyetoran emotongan Penyetoran
dan Perhitungan dan Perhitungan
Penyetoran Fihak Ketiga Penyetoran Fihak Ketiga
Perhitungan (PFK) dan Perhitungan (PFK) dan
5 Fihak Ketiga Laporan Hasil 1 Fihak Ketiga Laporan Hasil 1
1 05.02.0 | (PFK) Koordinasi Lap 145.200.000 00 (PFK) Koordinasi Lap | 159.720.0
2.03.07 dalam rangka oran e dalam rangka oran 00,00
Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
Realisasi Realisasi
Penerimaan Penerimaan
dan dan
Pengeluaran Pengeluaran
Kas Daerah, Kas Daerah,
Laporan Aliran Laporan Aliran
Kas dan Kas dan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pemungutan/P Pemungutan/P
emotongan emotongan
dan dan
Penyetoran Penyetoran
Perhitungan Perhitungan
Fihak Ketiga Fihak Ketiga
(PEK) (PEK)
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah

Rekonsiliasi Dokumen Rekonsiliasi Dokumen

Data Hasil Data Hasil

Penerimaan Rekonsiliasi Penerimaan Rekonsiliasi

dan Data dan Data

Pengeluaran Penerimaan Pengeluaran Penerimaan

Kas Serta dan 7 Kas Serta dan 7

Pemungutan Pengeluaran Dok Pemungutan Pengeluaran Dok
05.02.0 dan Kas Serta ume | 234.011.700,00 dan Kas Serta ume 2574128
2.03.09 70,00

Pemotongan Pemungutan n Pemotongan Pemungutan n

Atas SP2D dan Atas SP2D dan

Dengan Pemotongan Dengan Pemotongan

Instansi Atas SP2D Instansi Atas SP2D

Terkait Dengan Terkait Dengan

Instansi Instansi
Terkait Terkait

Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase

Koordinasi Perda Koordinasi Perda

dan Laporan dan Laporan

Pelaksanaan Keuangan Pelaksanaan Keuangan
05.02.0 | Akuntansi Pemda Tepat 1.904.016.655,0 | Akuntansi Pemda Tepat 2.094.418.
2.04 dan Waktu 0 dan Waktu 320,50

Pelaporan Pelaporan

Keuangan Keuangan

Daerah Daerah
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah

Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil

Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi

Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan

Penerimaan Akuntansi Penerimaan Akuntansi

dan Penerimaan dan Penerimaan

Pengeluaran dan 14 Pengeluaran dan 14

KAS Daerah Pengeluaran KAS Daerah Pengeluaran
05.02.0 Lap Lap | 131.106.2
2.04.01 KAS Daerah oran 119.187.500,00 KAS Daerah oran 50,00

Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah

Koordinasi dan Laporan Koordinasi dan Laporan

penyusunan Pertanggungja penyusunan Pertanggungja

Laporan waban Laporan waban

Pertanggungja Pelaksanaan 12 Pertanggungja Pelaksanaan 12
05.02.0 | waban APBD Lap 337.816.875.00 waban APBD Lap | 371.598.5
2.04.03 | Pelaksanaan Bulanan, oran e Pelaksanaan Bulanan, oran 62,50

APBD Triwulan dan APBD Triwulan dan

Bulanan, Semesteran Bulanan, Semesteran

Triwulan dan Triwulan dan

Semester Semester
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi dan Rancangan Koordinasi dan Rancangan
Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan
Rancangan Daerah Rancangan Daerah
Peraturan tentang Peraturan tentang
Daerah Pertanggungja Daerah Pertanggungja
tentang waban tentang waban
Pertanggungja Pelaksanaan Pertanggungja Pelaksanaan
waban APBD Provinsi waban APBD Provinsi
Pelaksanaan dan 3 Pelaksanaan dan 3
APBD Provinsi Rancangan Dok APBD Provinsi Rancangan Dok
05.02.0 dan Peraturan ume | 935.763.180,00 dan Peraturan ume 1.029.339.
2.04.05 498,00
Rancangan Kepala Daerah n Rancangan Kepala Daerah n
Peraturan tentang Peraturan tentang
Kepala Daerah Penjabaran Kepala Daerah Penjabaran
tentang Pertanggungja tentang Pertanggungja
Penjabaran waban Penjabaran waban
Pertanggungja Pelaksanaan Pertanggungja Pelaksanaan
waban APBD waban APBD
Pelaksanaan Provinsi Pelaksanaan Provinsi
APBD APBD
Provinsi Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Koordinasi, Dokumen Koordinasi, Dokumen
Sinkronisasi, Hasil Sinkronisasi, Hasil
dan Koordinasi, dan Koordinasi,
Penyelesaian Sinkronisasi, Penyelesaian Sinkronisasi,
4 4
Tuntutan dan Dok Tuntutan dan Dok
05.02.0 | Perbendahara Penyelesaian ume | 162.553.100.00 Perbendahara Penyelesaian ume 178.808.4
2.04.07 | an dan Tuntutan e an dan Tuntutan 10,00
Tuntutan Perbendahara n Tuntutan Perbendahara :
Kerugian an dan Kerugian an dan
Daerah Tuntutan Daerah Tuntutan
Kerugian Kerugian
Daerah Daerah
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Sub Kegiatan

Jumlah Orang

Sub Kegiatan

Jumlah Orang

Pembinaan yang Mengikuti Pembinaan yang Mengikuti
Akuntansi, Pembinaan Akuntansi, Pembinaan
Pelaporan dan Akuntansi, 36 Pelaporan dan Akuntansi, 36
05.02.0 | Pertanggungja Pelaporan dan | Ora 67.046.000 00 Pertanggungja Pelaporan dan | Ora | 73.750.60
2.04.11 | waban Pertanggungja ng T waban Pertanggungja ng 0,00
Pemerintah waban Pemerintah waban
Provinsi Pemerintah Provinsi Pemerintah
Provinsi Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah BLUD 4 Sub Kegiatan Jumlah BLUD 4
Pembinaan Provinsi yang Lem Pembinaan Provinsi yang Lem
05.02.0 | Pengelolaan Dibina bag | 281.650.000,00 Pengelolaan Dibina bag 309.815.0
2.04.12 | Keuangan a e Keuangan a 00,00
BLUD Provinsi BLUD Provinsi
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Penunjang kegiatan Penunjang kegiatan
Urusan Pengelolaan Urusan Pengelolaan
Kewenangan Keuangan Kewenangan Keuangan 1.686.167
05.02.0 | Pengelolaan Daerah 1.532.879.880.0 | Pengelolaan Daerah 8'68 O'OO 5’
2.05 Keuangan sesuai 00,46 Keuangan sesuai DA
¢ 1
Daerah dengan Daerah dengan
aturan yang aturan yang
berlaku berlaku
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Analisis Laporan Hasil Analisis Laporan Hasil
Investasi Analisis 13 Investasi Analisis 13 25600
05.02.0 Pemerintah Investasi Lap 129.600.000,00 Pemerintah Investasi Lap | 142.560.
2.05.02 . oran ! oran 00,00
Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah
Analisis Laporan Hasil
Perencanaan Analisis
dan Perencanaan 1
05.02.0 | Pelaksanaan dan Lap | 41.457.723.215,0 45.603.49
2.05.04 | Pembayaran Pelaksanaan oran 0 5.536,50
cicilan Pokok Pembayaran
dan Bunga cicilan Pokok
Pinjamanan dan Bunga
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Pemerintah Pinjamanan
Daerah Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Analisis Laporan Hasil Analisis Laporan Hasil
Perencanaan Analisis Perencanaan Analisis
6 dan Investasi 1 dan Investasi 1
1 05.02.0 | Penyaluran Analisis Lap | 98.930.000.000,0 | Penyaluran Analisis Lap | 108.823.0
2.05.08 | Bantuan Perencanaan oran | 0 Bantuan Perencanaan oran | 00.000,00
dan dan
Penyaluran Penyaluran
Bantuan Bantuan
Sub Jumlah Sub Jumlah
6 KegiatanPeng Laporan Hasil 1 KegiatanPeng Laporan Hasil 1
> 05.02.0 | elolaan Dana Pengelolaan Lap | 50.010.000.000,0 | elolaan Dana Pengelolaan Lap | 55.011.00
2.05.09 | Darurat dan Dana Darurat oran 0 Darurat dan Dana Darurat oran | 0.000,00
Mendesak dan Mendesak Mendesak dan Mendesak
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Pengelolaan Laporan Hasil 1 Pengelolaan Laporan Hasil 1 1.476.587
05.02.0 | Dana Bagi Pengelolaan Lap | 1.342.352.556.78 | Dana Bagi Pengelolaan Lap 8'12 4'64 O'
6 | 2.05.10 | Hasil Provinsi Dana Bagi oran 5,46 Hasil Provinsi Dana Bagi oran '1 '
3 Hasil Provinsi Hasil Provinsi
Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Pengelolaan PD yang Pengelolaan PD yang
Data dan mengaplikasi Data dan mengaplikasi
Implementasi kan Sistem Implementasi kan Sistem
1 Sistem Informasi Sistem Informasi
4 25622'0 Informasi Keuangan (2)'335'045'707'0 Informasi Keuangan 2233580
' Pemerintah daerah yang Pemerintah daerah yang '
Daerah akuntabel dan Daerah akuntabel dan
Lingkup terintegrasi Lingkup terintegrasi
Keuangan Keuangan

103




Daerah

Daerah

Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Inventarisasi Dokumen Inventarisasi Dokumen
dan Analisis Hasil 1 dan Analisis Hasil 1
Data Bidang Inventarisasi Dok Data Bidang Inventarisasi Dok
250220(1) Keuangan dan Analisis ume | 379.551.907,00 Keuangan dan Analisis ume 41;%5%3 0
o Daerah Data Bidang n Daerah Data Bidang n '
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Implementasi Dokumen Implementasi Dokumen
dan Hasil dan Hasil
Pemeliharaan Implementasi Pemeliharaan Implementasi
Sistem dan 1 Sistem dan 1
Informasi Pemeliharaan Dok Informasi Pemeliharaan Dok
05.02.0 Pemerintah Sistem ume | 1.389.517.500,00 | Pemerintah Sistem ume 1.528.469.
2.06.02 ; . i . 250,00
Daerah Bidang Informasi n Daerah Bidang Informasi n
Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah
Daerah Daerah Bidang Daerah Daerah Bidang
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Orang Sub Kegiatan Jumlah Orang
Pembinaan yang Mengikuti Pembinaan yang Mengikuti
Sistem Pembinaan Sistem Pembinaan
Informasi Sistem Informasi Sistem
X . 222 ; . 222
05.02.0 Pemenntgh Informz_aS| Ora Pemermtgh Informg3| Ora | 622.573.9
2 06.03 Daerah Bidang Pemenntgh ng 565.976.300,00 Daerah Bidang Pemermta}h ng 30.00
o Keuangan Daerah Bidang Keuangan Daerah Bidang '
Pemerintah Keuangan Pemerintah Keuangan
Provinsi Pemerintah Provinsi Pemerintah
Provinsi Provinsi
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Kegiatan Persentase Kegiatan Persentase
Pengelolaan Dokumen Pengelolaan Dokumen
05.02.0 | Barang Milik Aset Daerah 7.446.888.520,0 | Barang Milik Aset Daerah 8.191.577.
3.01 Daerah yang tepat 0 Daerah yang tepat 372,00
waktu waktu
Sub Kegiatan Jumlah 1 Sub Kegiatan Jumlah 1
05.02.0 Penyusunan Standa_r Harga | Dok Penyusunan Standa_r Harga | Dok 481.972.0
3 61 61 Standar Harga yang disusun ume | 437.520.000,00 Standar Harga yang disusun ume 06 OO'
T n n '
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyusunan Standar Penyusunan Standar
Standar Barang Milik 1 Standar Barang Milik 1
Barang Milik Daerah dan Dok Barang Milik Daerah dan Dok
05.02.0 | Daerah dan Standar ume | 62.310.000 00 Daerah dan Standar ume 68.541.00
3.01.02 | Standar Kebutuhan n e Standar Kebutuhan n 0,00
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyusunan Rencana 1 Penyusunan Rencana 1
Rencana Kebutuhan Dok Rencana Kebutuhan Dok
250(1)202 Kebutuhan Barang Milik ume | 154.678.100,00 Kebutuhan Barang Milik ume 17?6133 9
o Barang Milik Daerah n Barang Milik Daerah n ’
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyusunan Kebijakan 2 Penyusunan Kebijakan 2
05.02.0 Kebijakan Pengelola_a_m Dok Kebijakan Pengelola_a}n Dok 346.999 1
3 61 64 Pengelolaan Barang Milik ume | 315.453.800,00 Pengelolaan Barang Milik ume 86 OO.
o Barang Milik Daerah n Barang Milik Daerah n ’
Daerah Daerah
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
7 05.02.0 Penatausahaa Laporan Ll Penatausahaa Laporan Ll 108.755.9
1 3 0'1 0'5 n Barang Milik Penatausahaa oraael 98.869.000,00 n Barang Milik Penatausahaa 021?1 06 OO.
T Daerah n BMD Daerah n BMD '
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
7 Inventarisasi Laporan Hasil 2 Inventarisasi Laporan Hasil 2
> 05.02.0 | Barang Milik Inventarisasi Lap 473.179.400.00 Barang Milik Inventarisasi Lap | 520.497.3
3.01.06 | Daerah (LHI) Barang oran T Daerah (LHI) Barang oran 40,00
Milik Daerah Milik Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
7 Pengamanan Laporan Hasil 1 Pengamanan Laporan Hasil 1
3 05.02.0 | Barang Milik Pengamanan Lap 3.970.715.600.00 Barang Milik Pengamanan Lap | 3.597.787.
3.01.07 | Daerah Barang Milik oran | ~TT T Daerah Barang Milik oran 160,00
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penilaian Laporan Hasil Penilaian Laporan Hasil
Barang Milik Penilaian Barang Milik Penilaian
Daerah Barang Milik 1 Daerah Barang Milik 1
Zf 05.02.0 aiiﬁah an Lap | 386 341.020,00 3§§ﬁah en Lap | 424.975.1
3.01.08 L oran T L oran 22,00
Koordinasi Koordinasi
Penilaian Penilaian
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan Laporan Hasil
dan Pengawasan dan Pengawasan
7 05.02.0 Pengendalian dan L Pengendalian dan L 392.104.9
5 350' . Pengelolaan Pengendalian Lap 356.459.000,00 Pengelolaan Pengendalian Lap S
.01.09 . oran . oran 00,00
Barang Milik Pengelolaan Barang Milik Pengelolaan
Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik
Daerah Daerah
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Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Optimalisasi Dokumen Optimalisasi Dokumen
Penggunaan, Hasil Penggunaan, Hasil
Pemanfaatan, Optimalisasi Pemanfaatan, Optimalisasi
Pemindahtang Penggunaan, > Pemindahtang Penggunaan, >
anan, Pemanfaatan, Dok anan, Pemanfaatan, Dok
05.02.0 | Pemusnahan, Pemindahtang ume | 587.783.800.00 Pemusnahan, Pemindahtang ume 646.562.1
3.01.10 | dan anan, n e dan anan, n 80,00
Penghapusan Pemusnahan, Penghapusan Pemusnahan,
Barang Milik dan Barang Milik dan
Daerah Penghapusan Daerah Penghapusan
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Rekonsiliasi Laporan Hasil Rekonsiliasi Laporan Hasil
dalam rangka Rekonsiliasi dalam rangka Rekonsiliasi
05.02.0 Penyusunan dalam Rangka L2 Penyusunan dalam Rangka L2 1.049 154
3 0 ' Laporan Penyusunan ap 953.777.200,00 Laporan Penyusunan ap 05N A
.01.11 o oran . oran 920,00
Barang Milik Laporan Barang Milik Laporan
Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik
Daerah Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah
Penyusunan Laporan 1 Penyusunan Laporan 1
05.02.0 | Laporan Barang Milik Lap 112.306.600 00 Laporan Barang Milik Lap | 123.537.2
3.01.12 | Barang Milik Daerah yang oran e Barang Milik Daerah yang oran 60,00
Daerah Disusun Daerah Disusun
Sub Kegiatan Jumlah Orang Sub Kegiatan Jumlah Orang
Pembinaan yang Pembinaan yang
Pengelolaan Mengiukuti Pengelolaan Mengiukuti
Barang Milik Pembinaan 50 Barang Milik Pembinaan 50
05.02.0 | Daerah Pengelolaan Ora 237.495.000 00 Daerah Pengelolaan Ora | 261.244.5
3.01.13 | Pemerintah Barang Milik ng B Pemerintah Barang Milik ng 00,00
Kabupaten/Kot Daerah Kabupaten/Kot Daerah
a Pemerintah a Pemerintah
Kab/kota Kab/kota

107




BAB V
PENUTUP

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Lampung pada Tahun 2026
telah disusun dalam dokumen Renja Perangkat Daerah ini
disusun sebagai penjabaran dari Renstra 2025-2029 sekaligus
sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD

Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2026.

Pada tahun 2026 BPKAD Provinsi Lampung telah
merencanakan sebanyak 3 program, 15 Kkegiatan dan 79 sub
kegiatan. Dengan disusunnya dokumen Renja ini diharapkan
perencanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Lampung
dapat lebih terarah, sehingga mempermudah proses pelaksanaan
dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi

terhadap capaian target pembangunan Provinsi Lampung.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja BPKAD
Provinsi Lampung Tahun 2026 ini dapat mendukung pencapaian
sasaran pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan berintegritas Bersama Lampung

Maju menuju Indonesia Emas.
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